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MOTTO

“Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang mengetahui
dan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah
yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Al-Zumar: 9)
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“Orang yang beramal tanpa ilmu laksana orang berjalan tidak di jalan. Orang
yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
Maka carilah ilmu dengan cara yang tidak membuatmu meninggalkan ibadah
dan carilah ibadah dengan cara yang tidak membuatmu meninggalkan ilmu.
Karena ada orang yang mencari ibadah dan meninggalkan ilmu hingga
menghunus pedang untuk memerangi umat Muhammad SAW. Meski mereka
mencari ilmu, tapi ilmu itu tak memberi petunjuk terhadap apa yang mereka

lakukan, yaitu kelompok Khawarij”
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ABSTRAK

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara di masa depan, tidak terkecuali anak jalanan. Sebagai Negara
hokum sekaligus Negara kesejahteraan, maka Indonesia mengatur tentang
perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan. Terkhusus di Daerah
Istimewa Yogyakarta, terdapat Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. Menarik bagi peneliti untuk
meneliti bagaimana pemenuhan hak jaminan social anak jalanan di DIY serta
factor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum normatif, dengan
pendekatan yuridis-sosiologis, serta didukung oleh data empiris. Untuk mencapai
hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan menggunakan konsep Welfare State,
teori Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah.

Hasilnya, Perda tersebut sangat membantu anak jalanan agar tidak lagi
hidup di jalanan, dan keberhasilan Perda tersebut sudah dapat dirasakan bagi
warga DIY. Selain itu juga didukung oleh program kesejahteraan social anak,
kerjasama dengan orang tua, masyarakat, pemerintah, serta berbagai lembaga
kesejahteraan social anak lainnya seperti rumah singgah dan yayasan panti
asuhan. Namun masih ditemukan beberapa kendala seperti belum adanya standar
pelayanan sosial yang sama antar Pemerintah Kota/Kabupaten di DIY, penyaluran
bantuan terhadap hak jaminan social anak jalanan yang belum merata, masih
kurangnya jumlah pekerja sosial, sehingga hak jaminan social bagi anak jalanan
masih sulit terpenuhi dengan baik.

Dengan demikian, disatu sisi kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam hal pemenuhan hak jaminan social bagi anak jalanan sudah
cukup baik. Namun disisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang harus
diperbaiki sehingga pemenuhan hak jaminan social bagi anak jalanan bias berjalan
dengan lebih baik lagi.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Jaminan Sosial, Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta

xiii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara mempunyai
tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, inilah yang menjadi cita-cita bangsa dalam bernegara,
hal inilah yang menjadi dasar bahwa Indonesia merupakan Negara hukum
yang menganut konsep welfare state (Negara kesejahteraan). Sebagai
Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap
kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai
juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan
kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.'

Berkaitan dengan kesejahteraan umum konstitusi telah menjamin
dalamPasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yaitu, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara”.”“Menurut peneliti makna “dipelihara” disini adalah negara yang
bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan perlindungan

terhadap fakir miskin dan anak terlantar, untuk itu diperlukan kebijakan

YJuniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan
Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2010), him. 11.

2 pasal 34 Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945



pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.’

Sebagai komitmen Negara dalam memberikan perlindungan
terhadap anak terlantar, mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir
miskin dan anak-anak terlantar masih tersebar dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir
miskin dan anak-anak terlantar yang terintegrasi dan terkoordinasi.* Maka
dari itu untuk menindak lanjuti Pasal 34 tersebutdibentuklah peraturan
perundang-undangan sampai peraturan pelaksananya antara lain:

a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

¢) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional

e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha

Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah

3 M.Yusuf. Delapan Langka Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Pemerintah Daerah,
(Jakarta, Salemba Empat, 2011), hal 135

* Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut
Undang-Undang Dasar 1945, dalam Jurnal Lex Administratum, VVol.l/No.2/Jan-Mrt/2013



f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The
Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

g) Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011

tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan

Melihat dari semua regulasi yang telah ada saat ini belum
sepenuhnya menjamin hak-hak anak terlantar tersebut terpenuhi,
khususnya anak jalanan. Karena pemenuhan hak-hak anak jalanan tidak
bisa sampai pada dibentuknya aturan saja, melainkan harus di tunjang dari
political will pemerintah untuk melakukan kebijakan yang terintegrasikan
agar tujuan untuk melindungi hak-hak anak jalanan terlaksana dengan

baik.

Persoalan pemenuhan hak anak sangat lah penting karena anak
adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan
generasi penerus cita-cita bangsa, mimiliki peran strategis, mempunyai ciri
serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan

negara pada masa depan.®

Menurut peneliti anak merupakan aset bangsa yang amat berharga

dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu

Anak

> Dasar filosofis Anak dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



bangsa dimasa yang akan datang. Untuk menjadi aset bangsa yang
berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi,
seperti makan makanan yang bergizi, jaminan kesehatan, bermain,
pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial
yang kondusif dan edukatif bagi kelangsungan hidup tumbuh

kembangnya.

Akan tetapi kondisi sosial bangsa Indonesia dewasa ini yang
kurang menguntungkan akibatnya masih terdapat krisis multi dimensional
yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan anak, karena
ketergantungan anak kepada lingkungan sosialnya khususnya orang tua
atau keluarganya.Berbagai bentuk permasalahan sosial yang dialami
keluarga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara
maksimal. Hal ini menyebabkan anak mengalami berbagai hambatan
dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikologisnya.
Keterlantaran yang dialami anak akan berpengaruh terhadap masa
depannya oleh karena itu anak terlantar membutuhkan perhatian dan

penanganan baik dan layak oleh pemerintah maupun masyarakat.®

Dengan disadari atau tidak, potret keadaan anak di Indonesia masih
belum mengalami perkembangan yang diharapkan. Nasib mereka belum

mencerminkan suatu ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak

®Nuryanti, Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Negara Sesuai Ketentuan
Pasal 34 UUD 1945 Di Kota Makasar, Tesis, Program Studi llmu Hukum, Pasca Sarjana
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, HIm. 2



sebagai aset bangsa dan penerus generasi bangsa. Pada tataran hukum hak-
hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa
ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam aturan
perundang-undanganyang ada mengenai perlindungan hak-hak anak masih
belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.
Pada kenyataanya tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih
menyimpan masalah anak, bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda

Indonesia namun juga hampir pada seluruh negara-negara di dunia.’

Wujud dari keterlantaran anak dapat dilihat secara jelas pada
fenomena menjamurnya anak jalanan di perkotaan. Namun ironisnya
masyarakat umum cenderung menyamaratakan dalam memahami
keberadaan anak jalanan tersebut. Umumnya masyarakat memahami
keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu norma-norma
ketertiban umum. Sepertinya sedikit sekali masyarakat yang bisa
memahami bahwa keberadaan mereka nyata dari sebuah keterlantaran
anak, menjalani hidup yang keras dan tidak menentu, bahkan menghadapi
resiko yang tidak ringan, semua itu wujud konkrit dari penderitaan anak-
anak jalanan yang mana masyarakat seharusnya dapat memahami hal itu.

Melihat data anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih

cukup tinggi vyaitu 220 anak jalanan yang tersebar di beberapa

"Muhammad Joni dan Zulchaira Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999), him. 27



kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.?Dalam penelitian ini,
peneliti hanya terfokus pada kajian anak-anak jalanan. Karena semestinya
anak-anak seusia mereka sedang mengalami masa-masa pertumbuhan
yang penuh dengan permainan, kesenangan serta kebahagiaan bukan
untuk melakukan kegiatan mengemis dll yang mengancam keselamatan
dan kesehatan mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak
dijalanan tidak lazim dilakukan oleh anak-anak seusianya.

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada saat penelitian
menunjukkan bahwa beberapa dari mereka yang berada di jalanan itu
berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana mencari uang
dengan cara tidak lazim dilakukan para anak-anak. Kemudian kebanyakan
dari mereka juga disuruh oleh orang tuanya sendiri untuk mencari nafkah
di jalanan. Hal ini sungguh ironis, karena seharusnya orang tua yang
menjaga dan melindungi mereka justru sebaliknya menyuruh mereka
melakukan kegiatan yang dapat merugikan mereka. Akan tetapi inilah
fenomena yang terjadi saat ini faktor ekonomi telah mengabaikan
segalanya demi sesuap nasi orang tua dan anak-anak dapat berbuat apa
saja.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut antara
lain: mengemis, menari, mengamen, membersihkan kaca mobil, dll
dengan berpakaian tidak layak untuk menarik simpati dari masyarakat

yang berada di daerah itu. Tidak hanya itu hasil wawancara yang peneliti

® Data Anak Jalanan yang diambil dari Data Mutakhir Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Anak 2014 Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta



lakukan juga menunjukkan hasil yang sangat miris untuk didengar yakni
kesehatan yang mereka alami akibat dari kegiatan yang mereka lakukan di
jalanan mengalami penurunan (sering mengalami sakit). Realitanya,
ketika anak-anak jalanan tersebut mengalami penurunan daya tahan tubuh
(sakit) dan keadaan ekonomi yang jauh dari kata cukup serta dengan
keadaan yang tidak memiliki kartu identitas, dengan keadaan yang seperti
itu siapakah yang akan membatu mereka dalam hal mendapatkan jaminan
sosial kehidupannya.

Agar dapat memberikan pemenuhan jaminan sosial terhadap anak
yang hidup dijalan maka, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu
forum atau tim untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan
yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang terdiri dari :°
Pemerintah daerah;

Kepolisian;

Rumah sakit;

LKSA;

Lembaga penjaminan sosial;

Dunia usaha; dan
masyarakat.

@0 o

Forum ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur No
181/KEP/2012 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang
Hidup Di Jalan.'® Perlindungan anak inilah yang diberi wewenang untuk

saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang

% pasal 41 Ayat (3), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

10 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 181/KEP/2012 Tentang
Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan



memberikan perlindungan kepada anak jalanan agar hak-hak nya terpenuhi

secara baik.

Namun jika melihat sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia
saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memihak akan keberadaan
gelandangan, pengemis dan anak-anak jalanan. Hal ini dapat terlihat
dengan syarat yang diajukan pemerintah dalam memperoleh jaminan
sosial, yakni wajib membayar iuran bagi para anggotanya untuk
mendapatkan jaminan sosial tersebut.'’ Kewajiban inilah yang secara
tidak langsung membuat masyarakat miskin “dilarang sakit”. Bagaimana
tidak, jangankan untuk membayar iuran untuk makan saja sulit.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pemenuhan hak jaminan sosial
anak jalanan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak anak
jalanan yang belum punya identitas diri, dan masalah identitas adalah
masalah yang sangat fundamental dan hal itu adalah akar dari
permasalahan pemenuhan hak anak jalanan yang sampai sekarang ini
belum merata dan belum terpenuhi. Kemudian dalam hal kewenangan
seharusnya yang berwenang dan bertanggung jawab adalah Pemerintah
dalam hal ini Dinas Sosial. Jika ditarik permasalahannya, maka belum
maksimalnya kerja dari Pemerintah dalam hal pendataan anak jalanan di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah dalam hal ini adalah pelayan publik yang mana harus

memberikan pelayanan berbasis Hak. Pelayanan berbasis Hak (Based

1 pasal 17, Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial



Right) juga sudah diintrodusir menjadi prespektif dalam pelayanan publik.
Prespektif ini menempatkan warga negara sebagai pemilik hak, sedangkan
Negara dalam hal ini menjadi pemegang mandat utama dalam pemenuhan
hak. Pemerintah masyarakat, maupun sektor privat mempunyai mandat
dari Negara untuk melaksanakan berbagai upaya dalam pemenuhan hak
warga negara.*?

Atas dasar permasalahan di atas, peneliti tertarik untukmeneliti
lebih jauhtentang bagaimanakebijakan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap pemenuhan hak jaminan sosial terhadap anak
jalanan. Berupa karya ilmiah yang berjudul : “ Pemenuhan Jaminan
Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta)”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan di Daerah
Istimewa Yogyakarta ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan
daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan

penelitian ini adalah:

12 Naskah Akademik Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis



1. Untuk mengetahui pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan di
Daerah Istimewa Yogyakarta di tinjau dari Peraturan Daerah No 6
Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaanPeraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan

Anak Yang Hidup di Jalan

Adapun tujuan penelitian secara khusus secara merupakan suatu
persyaratan penyelesaian studi Magister Hukum di Universitas Islam
Indonesia. Oleh karena itu peneliti mempunyai suatu kewajiban secara
formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut.

. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak
Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta).
Sepanjangpengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun penelitian
serupa tetapi tidak sama pernah dilakukan oleh peneliti yang lain
antaranya :

Nuryanti, dalam tesis Program Magister (S2) Fakultas IImu
Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2005, yang berjudul
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Negara Sesuai
Ketentuan Pasal 34 UUD 1945 Di Kota Makasar. Dalam penelitian
tersebut dijelaskanmengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh
pemerintah kota makasar dengan menjalin kerja sama dengan pihak

swadaya masyarakat dalam penanggulangan anak terlantar dengan
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menggunakan dasar yuridis UUD 1945 Pasal 34 dan dengan objek
penelitian Anak terlantar. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah
menitik beratkan kepada analisi kebijakan Pemerintah Yogyakarta dalam
menjalankan Peraturan Daerah terhadap pemenuhan jaminan sosial anak
jalanan.

Soetaji Anjari, dalam tesis yang berjudulTindakan Kekerasan Dan
Perlindungan Diri Anak Jalanan Perempuan Kota Yogyakarta, tesis yang
diteliti Program Magister S2 Universitas Gadjah Mada, Program Studi
Sosiologi, Konsentrasi Kebijakan Dan Kesejahteraan Sosial, Tahun 2004.
Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai halkekerasan terhadap
anak jalanan dan perempuan karena kurangnya perlindungan orang
dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini menjadikan
anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan. Sedangakan jauh berbeda
dengan penelitian yang peneliti tulis tidak membahas tentang bentuk
kekerasanya melainkan pemenuhan jaminan sosial bagi anak jalanan.

Budi Handayani, dalam tesis yang berjudul Aspek Hukum
Perlindungan Bagi Anak Jalanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di
Kota Yogyakarta, Prodi Illmu Hukum, Jurusan llmu Sosial, Program
Magister S2 Universitas Gadjah Mada, Tahun 2000. Tesis ini meneliti
tentang aspek hukum yang diperlukan bagi anak jalanan yaitu berupa
kajian peraturan perundang-undangan dan sifathya hanya normatif.
Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis bukan hanya normatif tetapi

juga melalui pendekatan empiris agar dapat mengalisis kebijakan yang
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dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta terhadap Anak Jalanan sudah tepat
atau belum dengan teori kebijakan.
. Kerangka Teori

Untuk memberikan landasan dalam penelitian tesis ini perlu
dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis
dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan.
Membahas pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan analisis
kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Perda No 6 Tahun
2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalanan, dengan itu

peneliti perlu menggunakan teori-teori sebagai berikut :

Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Jika dikaji lebih mendalam UUD 1945, akan tertangkapspiritbahwa
parafounding father sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara
kesejahteraan (welfare state). Sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945

yang berbunyi :

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi  segenap bangsa Indonesia...untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”*?

Muh Yamin mengemukakan pendapatnya di dalam sidang
(BPUPKI). Pendapatnya dibagikan ke dalam lima hal sebagai berikut: Peri

Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan

13 Alenia ke — 4, Pembukaan UUD 1945
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Kesejataraan Rakyat.!* Kemudian Soekarno mengemukakan pendapatnya
tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Dasar negara itulah yang
kemudian dikenal dengan nama “Pancasila”, yang berisi pokok pikiran

sebagai berikut:

Kebangsaan;
Internasionalisme;
Permusyawaratan/perwakilan;
Kesejahteraan;

Ketuhanan.

arONE

Terkait dengan penelusuran tulisan ini, maka keterangan yang
relevan adalah dasar keempat yaitu adalah kesejahteraan. Soekarno
mengatakan bahwasannya:

“prinsip no. 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum

mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip:

tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka ... Maka oleh
karena itu djikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat,
mentjintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale
rechtvaardigheid ini, jaitu bukan sadja persamaan politiek.

Saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus

mengadakan persamaan, artinja kesedjahteraan bersama jang

sebaik-baiknya.”*

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita —
cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Dan juga tertera dalam
amandemen ke empat UUD 1945 setelah dilakukan perubahan, yaitu Bab

XIV yang berjudul Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang

terdiri dari Pasal 33 dan 34.° Pasal 33 lebih menekankan pada

! sartono Kartodirdjo, dkk., op. cit., hal. 16; lihat juga G. McT. Kahin, Nationalism and
revolution in Indonesia, (Ithace : Cornell University Press, 1978), hal. 87-88

Ibid, hal. 75-76.

'° pasal 33 dan 34, UUD 1945
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Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan
Sosial. Kedua pasal tersebut secara eksplisit menguraikan tanggung jawab
dan perannegara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan,
sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Sementara perubahan Pasal 34 ayat (2) adalah erat kaitanya denganciri
negara kesejahteraan yang mana mengembangkan sistem jaminan sosial,
yang berbunyi:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".’

Untuk itu, tidak ada alasan lagi negara tidak menjamin
kesejahteraan warga negara nya dan khususnya kesejateraan warga negara
yang miskin dan lemah. Selanjutnya dikatakan, baik dalam Pasal 33 ayat
(5) maupun Pasal 34 ayat (4), bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur

didalam Undang -Undang.®

Berdasarkan amanat UUD 1945 maka, dibentuklah undang-undang
yang mengatur tentang Kesejahteraan antara lainya: Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Semua aturan tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah

7 pasal 34 (2) UUD 1945
http://www.jamsosIndonesia.com/cetak/printout/5diakses tgl 28 April 2015
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negara kesejahteraan, untuk itu dapat dilihat sejauh mana konsep negara

kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Setelah amandemen atas UUD 1945, khususnya dengan
amandemen kedua, pasal-pasal mengenai ekonomi dan kesejahteraan
rakyat ditambah, yaitu dengan pasal 28H yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai mansusia yang
bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun.*

Negara dalam hal menjamin dan melindungi kesejahteraan warga
negara memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh warga negara
dan itu bentuk komitmen negara dengan warga negaranya. Pada intinya

tujuan didirikan sebuah negara adalah mensejahterakan warga negara.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep
pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang
terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan
kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan

kondisi sejahtera, istilah ‘kesejahteraan’ sejatinya tidak perlu pakai kata

19 pasal 28 H, Undang-Undang Dasar 1945
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‘sosial’ lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang
termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor ‘pendidikan’ dan

‘kesehatan’ juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial.?

Mengingat masih digunakannya istilah welfare state dikalangan
kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial, maka perlu dikemukakan
pendapat beberapa ahli yang membuat pergolongan atas usaha-usaha
kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh negara berdasarkan kriteria
mereka masing-masing, yang mempunyai implikasi pada konsep negara

kesejahteraan

Menurut Edi Soeharto di negara lain, istilah yang banyakdigunakan
adalah ‘welfare’ (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup
segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan
menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi
kelompok yang kurang beruntung. Negara kesejahteraan adalah sebuah
model ideal pembangunan yang difokuskan melalui pemberian yang
difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang
lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara

universal dan komprehensif kepada warganya.?*

*°Edi Soeharto, Draf Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Diseminarkan di

Departemen Sosial , Tahun 2006

*'Edi Soeharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Peran pembangunan
kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan welfaredi
Indonesia), (Bandung, Alfabeta, 2007), him 57
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Konsep welfare state menurut Midgley mengatakan bahwa konsep
negara kesejahteraan atau welfarestate digunakan untuk menyatakan suatu
negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial
yang luas kepada warga negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal
untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui disuatu negara
tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak
pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warga negaranya. Ada tiga

pendangan tentang negara kesejahteraan ini.*?

Tokoh lain yang mengemukakan tentang konsep welfare state
adalah T.H Marshall dalam penelitiannya yang terkenal dengan nama
Beveridge Report mengenai Social Insurance and Allied Serviced
mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang
dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat,
dalam artian jaminan sosial harus diberikan dari sejak manusia itu lahir
hingga meninggal dunia. Namun tidak gampang untuk melaksanakan
sistem tersebut karena memiliki kekurangan pada skema asuransi, ia
tidak dapat mencakup resiko yang dihadapi manusia terutama jika ia tidak

dapat membayar kontribusi premi nya.?

Dari teori yang dikemukakan para ilmuan diatas dapat di

simpulkan bahwasannya negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep

Zhttp://www.academia.edu/8834367/bab_ix_teori-teori kesejateraan negara, hal. 5
diakses tanggal 28 April 2015

2Edi Soeharto, Kebijakan Sosial Sebagai,.... Op.cit, him. 59
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yang digunakan suatu negara demi mewujudkan tujuan dari pada cita-cita
negara tersebut. Jika konsep negara kesejahteraan ini dapat dilaksakan
dengan baik di suatu negara melalui kebijakan-kebijakan sosial, maka
negara tersebut akan sejahtera. Menurut peneliti untuk mewujudkan
negara yang sejahtera dengan menggunakan konsep welfare state negara
harus konsisten dan mempunyai komitmen yang kuat untuk

mensejahterakan rakyat.

b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu
harus dilindungi, dihormati,dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi
manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan
budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan
dengan spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan
penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.**

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan
dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh
masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya

sebagai manusia.®® Pengakuan atas eksisitensi manusia menandakan

**Masyhur Efendi, HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, politik, Cet. ke-1
Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), him. 135.

» Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), him 121
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bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
yang patut untuk memperoleh apresiasi secara positif.

Dalam konteks Indonesia wacana HAM masuk dengan indah ke
dalam pemikiran anak bangsa. Perbincangan HAM dalam konteks
konstitusi Indonesia merupakan diskusi yang intens. Sejarah mencatat
perdebatan HAM telah dimulai pada saat perumusan negara
Indonesia.®®Dengan  melihat  kondisi  sosio-historis  dan  sosio-
politis,Indonesia yang kultur nya sangat berbeda, banyak yang harus
diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem
yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional.

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu
pertama hak-hak alami (natural right), berpandangan bahwa HAM adalah
hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat
berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang
berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka
dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori
relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-
hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat

universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi

**Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstittusi Indonesia(Dari UUD 1945

sampai dengan Amandement UUD 1945 Tahun 2002),Cet-4 Edisi Pertama (Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, 2012), him 3. Lihat Harbert Feith dan Lances Castel, Indonesia Political
Thinking 1945-1965 (Ithaca:Cornell University Press, 1970); Muh Yamin, Naskah Persiapan
Undang-Undang Dasar 1945, jilid Il (Jakarta, Yayasan Prapanca, 1960); Adnan Buyung
Nasution, The Aspiration for Constitutional Goverment in Indonesia: Sosio-Legal Study of the
Indonesian Konstituante 1956-1959 (Jakarta, Sinar Harapan, 1992), him 131-254
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kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang
ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi
sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan
perbedaan cara pandang kemanusian. Keempat, Doktrin Marxis yang
mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah
sumber galian seluruh hak.?’

Jika konsep HAM harus dituangkan dalam sebuah aturan yang riil
maka Indonesia dalam konstitusi nya telah menjamin hak-hak asasi
manusia yang terangkum dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 28A-28J, kemudian dalam hal hak anak juga ditulis jelas dalam
Pasal 28G yang berbunyi :

(1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawah
kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat seuatu yang merupakan
hak asasi.”®

Jaminan konstitusi mengenai hak asasi manusia terutama hak anak
sudah sangat jelas disebutkan dalam UUD 1945 khusunya berkaitan
dengan pemenuhan hak jaminan sosial yang seharusnya diperoleh oleh
anak jalanan yang tertuang dalam Pasal 28H yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan.

" Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of
Indonesia’s New Order, 1966-1990 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) him 14-15
%8 pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945
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(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial  yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang
wenang oleh siapa pun.?®

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 24
yang menyatakan :

Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status

kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh

sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Negara-negara pesera akan berusaha untuk menjamin bahwa tak

seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh

pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.*

Jika melihat pasal di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi
hak-hak anak yang mana harus komitmen dengan konsekuensinya dalam
melindungi hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak
jalanan. Pasalnya masih banyak anak-anak bangsa ini terlantarkan dan
belum mendapatkan hak jaminan sosial, dikarenakan kurang meratanya

bantuan dari pemerintah dan belum konsisten dalam menanggulangi

kemiskinan.

Dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia disebutkan bahwasannya:

% pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945
**Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.
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“ setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan. Dan bantuan khusus atas biaya
Negara.Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara «.*

Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwasannya
perlindungan hak jaminan sosial bagi anak yang berkebutuhan khusus
ataupun anak yang hidup di jalanan sekalipun berhak untuk mendapatkan
jaminan sosial yang semestinya didapatkan dari pemerintah, dasarnya
sudah ada dalam Konstitusi UUD 1945. Guna menjadikan anak-anak

sebagai penerus bangsa yang mempunyai masa depan dan bermartabat.

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.
Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni
outos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang.
Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving),
namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain
mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya
mencakup zelfbestuur (pemerintah sendiri). C.W Van Der Pot memahami
konsep otonomi daerah sebagai eigen huishoulding (menjalankan rumah

tangganya sendiri).*

him. 83

3! Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
%2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet-1, (Bandung, Nusa Media, 2009),
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Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa “otonomi adalah sebuah
tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan Negara administrasi
Negara.”Sebagaimana Tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan
dasar-dasar Negara dan susunan organisasi bernegara.Paling tidak ada dua
arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumahan Indonesia
merdekayaitu demokrasi dan penyelenggaraan Negara berdasarkan
Hukum.Otonomi  bukan  sekedar  pemencaran  penyelenggaraan

pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.*

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.®*

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara
membagi wewenang tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan dari
bagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan
pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang

dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.*

Otonomi  bukan  sekedar  pemencaran  penyelenggaraan

pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

him. 23

%3 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, PSH FH UlII, 2001)

% pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
% Ni’matul Huda, Hukum Pememerintahan Daerah,... Op.cit him 84
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Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrechtelijk), bukan
hanya tatanan administrasi negara (administratiefrechtelijk). Sebagai
tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara

dan susunan organisasi negara.*®

Penyebutan dalam konteks otonomi di kalangan para sarjana
terdapat perbedaan R. Tresna menyebut dengan istilah“kewenangan
mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem
rumah tangga daerah”. Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh
Mahfud MD, memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang
digunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada pengertian yang sama
bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang
berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan

daerah.*’

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian
(Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid).
Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian
kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian

tanggung jawab terkandung dua unsur:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus

diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.

% Bagis Manan, Menyongsong Fajar Otonomi ,.... Op.Cit him. 174
¥Ibid, him. 84-85
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2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan

dan menetapkan sendiri bagaimana enyelesaikan tugas itu.*

Logemaan menyatakan bahwa otonomi merupakan kebebasan
bergerak yang diberikan kepada daerah otonom, dalam arti penggunaan
segala kekuasaan daerah otonom yang mengurus kepentingan penduduk

atas prakarsa sendiri.*®

Dalam hal yang sama Amrah Mulimin pun menyatakan bahwa
otonomi berarti pemerintahan sendiri. Sesuai dengan paham catur praja
Van Vollenhoven, pemerintahan yang dimaksud adalah meliputi kegiatan
(fungsi) membentuk perundang-undang (wetgeving), pelaksanaan
perundang-undangan (uitvoering), kepolisian (politie) dan peradilan
(rechtspraak). Keempat fungsi itu dijalankan oleh daerah otonom dalam
rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat secara terbatas dalam

bidang yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat.*

Dasar filosofis dari dibentuknya otonomi daerah yaitu untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

% Sudi Fahmi, Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenagan Antara Pemerintah
Pusat dan Daersh Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan, Disertai, Program Doktor S3
IImu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, him 194

“Ibid, him 194

0 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Cet-3, (Bandung, Alumni,
1982), him. 4
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keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.**

Menurut peneliti, terkait teori otonomi daerah adalah teori yang
sangat erat kaitanya dengan pembentukan peraturan daerah yang mana
pemerintah  diberikan wewenang untuk membuat aturan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.
Definisi Operasional

Jaminan sosial yang dimaksud adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak*’yang di jamin oleh negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.
Pemenuhan jaminan sosial disini dibatasi hanya pemenuhan hak
pendidikan dan kebutuhan dasar yag hanya di fokuskan untuk anak
jalanan, anak jalanan yang dimaksud disini adalah anak yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahunyang menghabiskan sebagian waktunya di
jalan dan tempat-tempat umum yang meliputianak yang rentan bekerja di
jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yangbekerja dan

hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk

Nasional

*! Dasar Menimbang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
*Undang-undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Sistem Jaminan Sosial
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melakukan kegiatan hidup sehari-hari.**Definisi operasional atau batasan
pengkajian dalam penelitian ini adalah mengenai analisis kebijakan
pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemenuhan jaminan
sosial anak jalanan berupa Peraturan Daerah DIY No 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalanan.
G. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
Obyek Penelitian ini adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
yang menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di
Jalan dalam pemenuhan jaminan sosial Anak Jalanan.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni,
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rumah Singgah.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah
bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.**

*® peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (4)
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him 10
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1) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam
bentuk hukum yang meliputi:

a) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¢) Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial

d) Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak
Yang Hidup Di Jalan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu materi-materi HAM dan hukum
yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil
penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk
akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:

1) Kamus hukum
2) Ensiklopedi hukum
3) Kamus besar bahasa Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan

Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui

pendekatan  Yuridis-Sosiologis. Yang mana penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi
lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan

identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini
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sejaun mungkin dapat mengetahui kebijakan pemerintah terhadap
jaminan sosisal anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara
keseluruhan dan sistemik.

4. Penentuan Responden
Responden yang akan dijadikan objek pada penelitian ini adalah para
ahli hukum, Staf Dinas Sosial yang menangani anak jalanan, anak
jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PengurusRumah Singgah

yang menampung anak-anak jalanan.

5. Analisis Data
Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan
metode penelitian hukum normatif dan sekaligus metode penelitian
hukum empiris. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah
satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus
tema sentral suatu penelitian.*>Akan tetapi penelitian ini akan lebih
menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Sedangkan
penelitian hukum empiris berfungsi sebagi informasi pendukung saja.
Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi
masalah yang telah dikemukakan diatas. Pendekatan yang bersifat

yuridis-sosiologis tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan

*Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media, 2006), him 302
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier.*
H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan

penelitian penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika

penelitian sebagai berikut:
Pada bab pertama, berisi Pendahuluan pada bab ini mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika
penelitian.
Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada pemenuhan jaminan
sosial terhadap anak jalanan ditinjau dari peraturan perundang-
undangan, Yaitu menjelaskan mengenai tinjauan umum
pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan di Daerah
Istimewa Yogyakarta dikaji melaui teori yang ada.
Pada bab ketiga, berisikan analisis kebijakan pemerintah
yogyakarta dalam pelaksanaan peraturan daerah No 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, yang
menjelaskan  tentang faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan Peraturan Darah tersebut.
Pada bab keempat, berisikan kesimpulan dan rekomendasi hasil

penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian...., op.cit. him 29
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BAB Il
TINJAUAN UMUM MENGENAI WELFARE STATE, HAK ASASI MANUSIA

DAN OTONOMI DAERAH

A. Tinjauan Umum Konsep Welfare State
1. Welfare State Merupakan Negara Hukum Materil

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.'Artinya, negara
dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum.Negara dalam
konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini
kemudian mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal
abad ke-20. Di eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius
Stahl menyebutkan dengan istilah rechstaat, sedangkan di negara-negara
anglo saxon , A.V Dicey menggunakan istilah rule of law.?

Menurut F.J Stahl sebagimana dikutip oleh Oemar Senoadji,®
merumuskan unsur-unsur rechstate dalam arti klasik sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

'Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan
atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana
negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat
dalam Hans Kelsen, 2010, Teori Umum Hukum dan Negara :Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif
Sebagai IImu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, Ill. (Media Indonesia,
Bandung), him. 225.

°S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negaradan Upaya Administratif di Indonesia,Cet-3 (FH
ull Press3, Yogyakarta, 2011), him 9

Ibid
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Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin, hak-hak
asasi manusia

Pemerintahan berdasarkan peraturan

. Adaya peradilan administrasi

Kemudian unsur-unsur rule of law menurutA.V Dicey adalah sebagai

berikut :*

Supermasi aturan-aturan hukum ( the absolute supermacy or
predominance of reguler law )

Kedudukan yang sama dihadapan hukum ( equality before the law, or the
equal subjection of all classes to the ordinary law of the land
administrated by ordinary law courts )

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (a formula
expressingthe fact that with us the law of contitution, the rules wich in
foreign countries naturally from parts of a constitutional code, are not the
the rights of individuals as defined and enforced by the countries).

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum

tersebut di atas, baik rechstate maupun rule of law mempunyai persamaan dan

perbedaan. Persamaannya adalah adanya keinginan untuk memberikan

perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian

perbedaannya adalah pada unsur peradilan administrasi, sebab di negara-

negara anglo saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum
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(equality before the law) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu
menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara.
Prinsip equality before the lawmenghendaki agar prinsip persamaan antara
rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam
lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah dan rakyat harus
sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan
hukum.

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua
kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum
materiil. Di negara-negara Eropa Kontinental menganut paham negara hukum
formil atau negara hukum dalam arti sempit, yakni negara yang segala
sesuatunya didasarkan pada hukum tertulis yang diwujudkan dalam bentuk
undang-undang. Kebutuhan masyarakat pada waktu itu masih sangat
sederhana, segala bentuk kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam
undang-undang, utamanya kebutuhan akan ketentraman, keamanan, dan
ketertiban, sedangkan persoalan lainnya diserahkan penuh kepada
penyelenggaraannya pada warga. Negara dalam posisi seperti ini disebut
negara penjaga malam (nachtwakerstaat).

Mengingat peranan negara semakin besar dan luas hampir memasuki

seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta beranekaragamnya tantangan yang

°S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara,.........., Ibid, him, 11
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dihadapi dan berkembang dengan cepat dan menuntut segera penyelesainnya,
maka untuk itu pemerintah memerlukan freies Ermessen atau discretionaire.®

Freies Ermessen adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah
untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang
mendesak, yang datang secara tiba-tiba yang belum ada peraturannya. Jadi
kebijaksanaan itu diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum, yang
memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat
kebijaksanaan tersebut.”

2. Sejarah Welfare State

Sejak memasuki jaman modern pada abad ke-20, konsep negara
hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara hukum modern mulai
dikembangkan menjadi negara hukum materil. Berkembangnya negara hukum
materil sejalan dengan perkembangan peranan negara semakin besar dan luas,
yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang disebut welfare state atau
negara kesejahteraan atau menurut Lemaire disebut bestuurszorg.®Menurut
Jimly Asshiddigie ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari
faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu

sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

® E. Utrecht, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ( Penerbitan dan Balai Buku
Indonesia, Jakarta, 1957), him. 17-21

’S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara,.........., Op.Cit, him 12

Sy -

Ibid
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Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedt berpendapat :
“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the
condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals
and social groups and the coorporation for other ends than more existence
and propagation”.” Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak
menggambarkan bahwa untuk mencapai Social Welfare, yang pertama harus
diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu
tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat
Lunsteds mengenai social welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou
Pound,"®namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual
keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya
secara layak.

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk
berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat
dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-
nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan

tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang

%Soetiksno, Filsafat Hukum, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1976), him, 88.
“Ibid, him 19-20
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berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan
keyakinan bangsa.™

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan
kesejahteraan rakyat oleh negara.Mengenai hal ini, Jurgen Habermas
berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal
pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan
kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan
atas, “The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the
breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the
state”.*Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut
dikategorikan menjadi dua kelompok, vyaitu kelompok yang berisiko
fundamental dan kelompok berisiko khusus.*

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua
kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi.
Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif
dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana

resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih

"Ipid,.

YGianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction,
(California: Standford University Press, 1992), him. 126.

BSentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, Il .(Mutiara
Sumber Widya, Jakarta, 1987), him. 7.
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kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan
atau unit usaha.'*

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat
digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang
mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar
tidak jatuh kedalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai
motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa
mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam
kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam
konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara
wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam
tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara
Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para
Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang
akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara
Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara
kesejahteraan Indonesia ini, Moh.Hatta menggunakan istilah “Negara

Pengurus”.**Prinsip  Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan

147,
Ibid
M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, (Sekretariat
Negara RI, Jakarta, 1959), him. 299.
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rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial
ekonomi.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUDNRI Tahun 1945,
menurut Jimly Asshidigie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai
konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial
(social constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia,
Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan
Hongaria.'®Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan
yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penelitian
konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.*’

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab
XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang Sistem perekonomian dan
pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin
dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial
sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di
Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham
“Negara Kesejahteraan" (welfare state) dengan model “Negara
Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state) yang dalam literatur
pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare

pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian

“°Ibid, him. 135
Y3imly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Konstitusi Press,
Jakarta, 2005) him.124
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dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (sosial
security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan
masyarakat.'® Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas
yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena
baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi
rendahnya Kesejahteraan Sosial.

3. Definisi dan Karakteristik Welfare State

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan tidak dapat
dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (welfare) itu sendiri. Merujuk
pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson
(2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung
4 makna: sebagai kondisi sejahtera (well being); sebagai pelayanan sosial;
sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh
perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian

pelayanan sosial dan tunjangan sosial.*

'8 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial,
Teks 9 Januari 2008, him. 34 dapat diunduhdi URL :http://www.dniks.org/newsletter/NA-ruu-kesos-
20080109.pdf.

¥ Dalam Edi Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Makalah
Seminar, “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di
Indonesia”, IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.
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Menurut sejarahnya, konsep welfare state merupakan sebuah solusi

kebijakan yang bersifat top-down terhadap permasalahan jaminan sosial

dalam konteks sistem ekonomi kapitalis, dimana upah buruh dipengaruhi oleh

kondisi pasar serta dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali

pekerja. Perubahan dari ekonomi perdesaan ke ekonomi berdasarkan upah

buruh menciptakan ketidakamanan dalam hidup. Oleh sebab itu perlu ada

penyediaan jaminan hidup, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurut Barr (1987) menyatakan bahwa:

The concept of the welfare state ... defies precise definition. ... First,
the stateis not the only source of welfare. Most people find support
through the labourmarket for most of their lives. ... Individuals can
secure their own well-beingthrough private insurance; and private
charities, family and friends also providewelfare. Second it does not
follow that if a service is financed by the state it mustnecessarily be
publicly produced. ... Welfare is thus a mosaic, with diversity bothin
its source and in the manner of its delivery. ... [T]he term ‘welfare
state’ can ...be thought of ‘as a shorthand for the state’s role in
education, health, housing,poor relief, social insurance and other
social services’.

Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui

pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

20

Dalam Geoff Bertram, Assesing the Structure of Small Welfare States, London:

Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, 2011,

him.4
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Pada intinya negara kesejahteraan dimaknai sebagai sebuah sistem
kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara
(pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Kebutuhan dasar disini yang
dimaksud adalah kebutuhan berupa public goods and service atau pelayanan

sosial yang tidak dapat dipenuhi lewat mekanisme persaingan pasar yang ada.

Model-Model Welfare State

Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara
kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. la beragam dan mengikuti
perkembangan dan tuntutan peradaban. Titmus membagi welfare state
menjadi dua model umum, yaitu tipe residual dan tipe universal. Sedangkan
Esping-Andersen mengklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan kaitannya
dengan kepentingan elite berkuasa dan/atau kelas-kelas sosial, yaitu tipe
konservatif atau korporatis atau Bismarckian, tipe liberal, dan tipe sosialis
demokratik.?

Paling tidak terdapat empat model negara kesejahteraan yang ada,
yakni:*?

1) Model universal atau The Scandinavian Welfare States, dimana

pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada

seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Negara yang

“Ibid, him. 9
*’Edi Soeharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan,... Op.Cit, him. 60-63
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2)

3)

menerapkan model ini adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan
Finlandia.

Model korporasi atau Work Merit Welfare States, dimana mirip
dengan model universal namun Kkontribusi terhadap berbagai
skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah,
dunia usaha, dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang
diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka
yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema
asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini
sering disebut sebagai model Bismarck, karena idenya pertama
kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck.

Model residual, dimana pelayanan sosial, khususnya dalam hal
kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok
yang kurang beruntung (disadvantage groups), seperti orang
miskin, penganggur, penyandang cacat, orang lanjut usia yang
tidak kaya, dan sebagainya. Ada tiga elemen dalam model ini di
Inggris:

(@) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum;
(b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan

(c) pemberian pelayanan sebaik mungkin.

Model ini mirip dengan model universal yang memberikan

pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki
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cakupan luas. Namun jumlah tanggungan dan pelayanan relatif
lebih kecil dan berjangk pendek. Perlindungan sosial dan
pelayanan sosial diberikan secara ketat, temporer dan efisien.
Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon meliputi
Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

4) Model minimal, ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan
jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan
umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota militer
dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini
umumnya diterapkan di negara-negara Latin, seperti Spanyol,
Italia, Chile, dan Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea
Selatan, Filipina, Srilanka, dan Indonesia.

Selain itu, didasarkan pada pembangunan ekonomi dan pembangunan

sosial terdapat empat bentuk negara kesejahteraan, yakni:*

1) Negara sejahtera, yakni negara yang memiliki pembangunan
ekonomi tinggi dan pembangunan sosial yang tinggi pula. Negara
yang menerapkan prinsip ini adalah negara-negara Skandinavia
dan Eropa Barat yang menerapkan model kesejahteraan universal

dan korporasi.

2edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2005), him. 26
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2) Negara baik hati, yakni negara yang memiliki pembangunan
ekonomi relatif rendah, namun mereka tetap melakukan investasi
sosial.

3) Negara pelit, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi
tinggi, namun pembangunan sosialnya rendah. Contoh negara yang
termasuk kategori ini adalah Jepang dan Amerika Serikat.

4) Negara lemah, yakni negara yang pembangunan ekonomi dan
pembangunan sosialnya rendah. Indonesia, Kamboja, Laos, dan
Vietnam termasuk dalam kategori ini.

Melihat dari model negara kesejahteraan dengan segala bentuk ciri-ciri
nya maka, menurut peneliti Indonesia adalah termasuk bagian dari model
minimal dan negara pelit karena negara hanya menjamin jaminan sosial bagi
kalangan yang dapat membayar premi contoh nya Pegawai Negeri Sipil, TNI,
Polisis dll. Kemudian jika melihat kondisi pembangunan ekonomi yang tinggi
namum tingkat pembangunan sosial nya masih cukup rendah, hal ini dapat
dilihat dari infrastrutur dalam bidang pendidikan maupun kesehatan masih
kurang memadai dan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat.

. Peran Negara dalam Bidang Kesejahteraan
Di Indonesia, pentingnya negara dalam membangun dan

mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (Public
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Welfare) dilandasi oleh prespektif historis, ideologis, logis dan global-

universal.?*

1. Secara historis, pendiri bangsa memilih model negara kesejahteraan
dalam melindungi segenap bangsa dan mencerdasakan kehidupan bangsa.

2. Secara ideologis, sila-sila dalam Pancasila menegasan kerinduan
Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Secara logis, Indonesia adalah negara berpenduduk lebih dari dua ratus
juta jiwa, dengan separuh warganya masih terhimpit kemiskinan,
kebodoan dan ketelantaran. Karenanya, sangat absurd jika negeri ini tidak
membutuhkan keterlbatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya.

4. Secara universal, tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang tidak
memberikan peran kepada negara untuk menjalankan pembangunan
kesejahteraan sosial. Di negara yang menganut kapitalisme maupun
sosialisme sekalipun, peran negara ini diwujudkan dengan secara khusus
mengelola berbagai skema perlindungan sosial (social protection).
Perlindungan sosial mencakup baik jaminan sosial (social security) yang
bersifat formal seperti bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaminan
kemasyarakatan (societal security) yang bersifat informal, seperti jaringan
pengamanan sosial, dana sosial serta gerakan-gerakan pemberdayaan

masyarakat berbasis inisiatif lokal.

?* Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai ,...Op.Cit him, 8
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Perlu ditegaskan disini bahwa meskipun kebijakan publik sangat
identik dengan kebijakan negara, pemerintah bukanlah satu satunya aktor
yang menentukan kebijakan sosial. Masyarakat, dunia usaha dan bahkan
lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki tugas dan tanggung
jawab sosial untuk menyelenggarakan pelayanan sosial di Indonesia. Namun
sebaga lembaga yang memiliki legitimasi publik dan yang lebih penting,
dibiayai oleh jutaan rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam
memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect)
hak-hak dasar, ekonomi, sosial dan budaya warganya.?

Peneliti juga sepakat jika negara harus lebih besar perannya dari pada
lembaga-lembaga sosial yang juga menyelenggarakan pelayanan sosial,
karena rakyat telah membayar kepada negara melalui pajak yang seharusnya
digunakan demi kepentingan rakyat juga.

. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Dan Hak Anak

. Pengertian HAM

Hak asasi manusia berasal dari istilah droitsde [’home (Bahasa
Prancis), human rights (Bahasa Inggris), menslijke recten (Bahasa Belanda),
serta fitrah (Bahasa Arab). Secara istilah hak asasi diartikan sebagai makhluk

ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi

| bid
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sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian

manusia atau Negara.?

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati,dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada
hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia,
termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit HAM,
maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap
dan terus-menerus.”’

Istilah hak asasi manusia menurut Satya Arinanto, merupakan salah
satu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang
Dunia Il, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun
1945.% Kemudian wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas
kesadaran manusia atas hak dan keajiban yang dimilikinya. Namun demikian,
wacana HAM menjadi aktual karena seiring dilecehkan dalam sejarah sejak

awal hingga kurun waktu kini.?

% Moh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cet. ke-2 (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2001), him. 127.

*’Masyhur Efendi, HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, politik, Cet. ke-1 Edisi
Ketiga (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010), him. 135.

%8 Majda El-Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Cet-3, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), him.vii

®lbid , him 1-2
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Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama
hak-hak alami (natural right), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang
dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan
takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa
karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak
melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini
adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami. Teori ini
berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan
pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau
disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah
bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi
budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusian.
Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena
negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.*

Bagi Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah ke dalam benak-
benak anak bangsa. HAM diterima, dipahami dan diaktualisasikan dalam
bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-politis yang
berkembang. Dalam konteks reformasi, pemikiran ke arah bentuk jaminan

HAM vyang lebih kokoh semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan

%Todung Mulya Lubis, In Search of Human ... Op.Cit, him 14-15
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UUD 1945 adalah fakta sejarah sekaligus diyakini sebagai the starting point
bagi penguatan demokrasi Indonesia yang berbasis perlindungan HAM.*!

Dalam bukunya Moh. Mahfud MD “Dasar Dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia”, menjelaskan berdasarkan sejarah sejak dari
persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan
bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi
mansia (HAM) menjadi hal yang penting, sebab esensi konstitusionalisme itu
sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan
adanya pembagian kekuasaan Negara dengan system checks and balances
agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap HAM.*

Sebagai konsistensi jaminan konstitusional maka persoalan HAM
sangat ditekankan di dalam UUD 1945 Pasal 28, Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia 1948 (DUHAM), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia serta Peraturan Perundang-undangan organik yang mengatur tentang
jaminan hak asasi manusia tak terkecuali tentang hak-hak anak.

2. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam suatu negara terdapat hak dan kewajiban antar warga negara
dengan negara, yang mana warga negara berhak mendapatkan hak nya

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU, dan negara wajib untuk

31 Majda, ElI Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, ( Jakarta: Prenada
Media, 2005), him 36
%2 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur,...Op.Cit, hlm. 131

49



memberikan hak warga negara. Dalam kaitannya dengan anak jalanan, sudah
sangat jelas bahwasanya negara juga wajib memelihara anak jalanan dan
melindungi hak anak jalanan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 34
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pengertian dari pada
hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi,
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Jaminan sosial terhadap anak jalanan merupakan hak-hak anak jalanan
yang harus dipenuhi, baik oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Yang
dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak®yang di jamin oleh negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat sedikitnya lima butir yang
diuraikan dalam empat pasal yang menggariskan tentang pengakuan dan
perlindungan HAM,* yang di dalamnya juga terkandung untuk memenuhi

hak-hak anak jalanan, termasuk pemenuhan jaminan sosial terhadap mereka.

1) Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan
Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “segala

warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan

**Undang-undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
¥*Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan....., hlm. 132-133.
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pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini mengkristalisasikan pandangan
bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga Negara tak
terkecuali anak jalanan dalam menegakkan hukum dan memberi
kesempatan untuk aktif di dalam urusan pemerintahan dengan syarat-
syarat yang berlaku sama bagi setiap orang. Dalam hal ini dapat
dikaitkan dengan adanya persamaan hak di depan hukum dan
pemerintah bagi anak terlantar dan jalanan, karena mereka juga sebagai
warga negara Indonesia. Anak jalanan juga diberikan hak yang sama di
depan hukum dalam hal pendapatkan perlindungan jika berhadapan
dengan hukum, maka dari itu dibentuklah Peradilan Anak. maka,
esensinya semua orang berstatus sama dihadapan hukum tapi tetap
diberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan porsinya.

2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak

Setiap warga negara juga harus mendapat kesempatan untuk
memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (sebagai makhluk
yang bermartabat) dan tidak boleh ada pemerasan, eksploitasi apalagi
perbudakan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi,
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Perumusan yang seperti ini menimbulkan
konsekuensi bahwa setiap warga negara bukan hanya diberi peluang

untuk mendapatkan pekerjaan tetapi juga harus dengan ketentuan
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tentang upah yang menjamin dapat hidup layak. Dalam hal ini ada
kaitannya erat dengan hak mendapatkan penghidupan yang layak bagi
anak jalanan dan negara berkewajiban dalam hal ini untuk memenuhi
nya. Jika dilihat apakah negara memang sudah benar-benar memberikan
penghidupan yang layak bagi anak jalanan, peneliti rasa belum
sepenuhnya, seharusnya negara sangat konsen terhadap penghidupan
anak jalanan yang mana diberikan tempat tinggal yang layak beserta
keluarganya. Karena mayoritas anak jalanan tersebut berasal dari
keluarga yang kurang mampu. Jadi negara harus memberikan bantuan
berupa lapangan pekerjaan untuk orang tua anak jalanan tersebut serta
diberikan bantuan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.

3) Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

UUD 1945 mengatur juga tentang Perlindungan HAM yang
menyangkut hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat
seperti yang dituangkan dalam Pasal 28 yang berbunyi, “kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 ini dengan
tegas menyatakan bahwa warga negara mempunyai hak dan kebebasan
untuk berkumpul atau berorganisasi dan mempunyai hak untuk
mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis
(seperti pers), namun dalam pelaksanaannya harus diatur dengan

undang-undang. Penjelasan Pasal 28 UUD 1945 yang digabung dengan
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penjelasan Pasal 24 dan Pasal 29 menyatakan bahwa, “.....pasal-pasal,
baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai
seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun
negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan
keadian sosial dan peri kemanusiaan”. Dalam hal ini ada kaitannya
dengan diberikannya ruang untuk mengaspirasikan atau mengeluarkan
pendapatnya bagi semua warga negara tak terkecuali anak jalanan. Anak
jalanan juga harus diberikan kesempatan untuk berkumpul menyatakan
pendapatya melalui lembaga-lembaga yang mengampu mereka. Agar
anak jalanan juga mendapatkan dunianya sebagai anak yang dapat
berkumpul dengan anak-anak seusianya dan dapat berinteraksi dengan
lingkungan yang baik.

4) Kebebasan beragama

Masalah kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama bagi
warga negara diatur di dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “ Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”. Seperti diketahui kebebasan untuk memeluk
agama ini merupakan hak yang sangan fundamental, ketentuan ini
tercantum di dalam the four freedom maupun di dalam universal

declaration of human right yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa
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Bangsa. Dalam hal ini dapat dikaitkan kebebasan beragama juga berlaku
bagi anak jalanan.
5) Mendapatkan pengajaran
Setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk
mendapatkan pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Hal
ini tertuang dalam Pasal 31 yang berbunyi, “ tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pengajaran”. Kata pengajaran disini harus diartikan
sebagai pendidikan yang merupakan istilah yang lebih luas dari
sekedar pengajaran. Pengambilan arti pendidikan untuk istilah
pengajaran ini telah dituangkan di dalam UU yang menjadi produk
hukum pelaksanaannya yakni UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Anak jalanan juga seharusnya mendapatan
pengajaran demi masa depannya, hal ini pemerintah harus membuat
program tersendiri khusus anak jalanan berkaitan dengan pendidikan
formal dan non formal, meskipun pada kenyataanya anak jalanan
tersebut sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran formal seperti
halnya anak-anak pada umumnya, tetapi tetap anak jalanan harus
dipberikan pengajaran atau pendidikan meskipun non formal melalui

lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah.

Dari uraian di atas jelas dikatakan HAM sangat penting kaitannya

dengan perlindungan anak jalanan, adanya aturan yang jelas tentang HAM
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dalam UUD 1945. Selanjutnya pengaturan lainnya diatur dalam Sidang
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mukadimah Deklarasinya pada
tanggal 20 November 1959 antara lain bahwa umat manusia berkewajiban
memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar Deklarasi

memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu:*

a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus.

b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka
berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan
bermanfaat.

c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir.

d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup.
e. Mendapatkan perumahan.

f. Rekreasi dan pelayanan kesehatan.

g. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika
mereka cacat.

h. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang
dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung
jawab orang tua mereka sendiri.

i.  Memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-
nyiakan (anak).

J. Serta perlindungan dari kekejaman dan penindasan dan
perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

% Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak,..... him. 12-13
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Akhir dari Deklarasi ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan
dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar

bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya
maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang
dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan
untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat
membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan
perkembangan dengan wajar.*

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal
ini dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-

undang ini.

Hak Asasi anak juga diatur dalam bagian kesepuluh Pasal 52-66 yang

intinya sebagai berikut:

®1bid, him. 16-17.
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. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
Masyarakat, dan Negara;

. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua
atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas
pengasuhan;

. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan
dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya
negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara;

. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di

bawah bimbingan orang tua dan atau wali;

57



6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat,

bakal, dan tingkat kecerdasannya.®’

Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam proses
penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Maka Hak anak dalam

proses peradilan juga diatur dalam Pasal 66 antara lain:

1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup:
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum,
atau jika sebagai upaya yang terakhir (measure of the last resort);
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh
keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.*®
Kemudian dalam BAB I1l Pasal 4-19 UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga disebutkan terkait hak dan kewajiban anak antara
lainnya:
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat

%" pasal 52-60 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
% pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dandiskriminasi;

. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan;

. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua;

. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,
dan diasuh oleh orang tuanyasendiri;

. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembanganpribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya;

. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikaninformasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya
sesuai dengannilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul dengan anak yangsebaya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi  sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat

kecerdasannyademi pengembangan diri;
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9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial;

10. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

11. Setiap anak berkewajiban untuk :

a.

b.

Aturan

menghormati orang tua, wali, dan guru;
mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*®

lainnya juga tertuang dalam Perda Daerah Istimewa

Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di

Jalan yang menyebutkan mengenai hak-hak anak yang hidup di jalan,

pemenuhan hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung

jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-

lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. aturan

Perda inilah yang menjadi fokus utama peneliti untuk di soroti terkait

% Pasal 4-19UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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pemenuhan hak jaminan sosial anak jalanan.Pemenuhan hak anak jalanan di

dalam Peraturan Daerah ini meliputi:*°

hak identitas;

hak atas pengasuhan;

hak atas kebutuhan dasar;

hak kesehatan;

hak pendidikan; dan

hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

~o o0 o

Pada dasarnya semua aturan sama dalam hal membahas hak-hak anak,
yang mana anak mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh Negara,
orang tua, dan masyarakat sedangkan kaitannya dengan penelitian peneliti,
maka peneliti lebih menitik beratkan pada hak jaminan sosialataupun hak atas
kebutuhan dasar anak jalanan, yang mana ini menjadi tanggung jawab
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di Negara ini. Melihat banyaknya
anak jalanan yang belum mendapatkan hak jaminan sosialnya seharusnya,
forum yang dibuat oleh Gubernur yang sudah tertera di dalam Perda tersebut
harus direalisasikan dengan baik dan konsisten.Karena menyelesaikan
masalah anak jalanan membutuhkan program yang terencana dan
terintegrasikan dengan baik oleh semua pihak khusunya yang diberikan

mandat oleh undang-undang yakni Dinas Sosial.

Mengkaitkan kandungan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum

dalam UU dengan realitas yang ada, maka akan terlihat suatu kesenjangan

0 perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
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yang cukup tinggi. Penghormatan Negara atas hak-hak anak jalanan dinilai
masih sangat minim, bahkan pada kebijakan-kebijakan tertentu seperti razia-
razia yang bernuansa kekerasan, Negara kerapkali dinilai melakukan
pelanggaran terhadap hak-hak anak (jalanan). Kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak anak jalanan harus senantiasa
ditingkatkan. Hal ini mengingat anak sebagai aset dan generasi penerus
bangsa.Salahsatunya adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan dasar bagi anak-anak jalanan. Tetapi yang paling
urgen adalah persoalan hak identitas, karena itu sangat fundamental, jika hak
identitas itu belum terpenuhi maka dapat dipastikan pemenuhan hak-hak yang

lain masih belum terpenuhi keseluruhan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) di dalam
Pasal 25 menjanjikan hak atas jaminan sosial “kepada setiap orang” sebagai
anggota masyakarat. Selanjutnya, berbagai bentuk jaminan sosial tercakup
dalam Pasal 25 (1).* Akan tetapi, pembuat kerangka DUHAM tidak
menjelaskan inti minimum hak sosial dan ekonomi yang sangat diperlukan

bagi martabat dan perkembangan pribadi individu.

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki

klausul umum tentang hak atas “jaminan sosial, termasuk asuransi sosial”

* Hak untuk mendapatkan “jaminan” dalam hal terjadi pengangguran, sakit, cacat tubuh,
menjanda, lansia atau kekurangan nafkah hidup dalam kedaaan di luar kendali manusia. Dalam
rancangan awal untuk UDHR, Kklausul ini ada di dalam Pasal 22 B-A. Andreasson, loc.cit hal. 462-469
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(Pasal 9). Pasal 10 Ekososbud menyangkut perlindungan untuk keluarga dan
menyebutkan secara khusus tunjangan jaminan sosial selama cuti melahirkan.
Naskah Kovenan tersebut dengan demikian, lebih merupakan isu-isu jaminan
sosial yang lebih umum, yang dapat dijelaskan melalui keberadaan standar-
standar ILO yang dikembangkan dengan baik di bidang ini, dan melalui

tujuan untuk meneruskan standar dan pelaksanaan yang ditetapkan 1LO.*

Pemerintah sebagai awak yang menakhodai jalannya negara memiliki
andil yang sangat signifikan atas terwujudnya jaminan sosial yang merata bagi
seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat
(5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang menyatakan bahwa bantuan iuran adalah iuran yang dibayar
oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program

jaminan sosial.*®

Tanggung jawab sosial dari pemerintah akan jaminan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia seolah nihil jika kita melihat banyaknya anak-anak

negeri ini yang justru hidup dijalanan dan memilih untuk mencari uang karena

*2B-A Andreassen, ,.... Loc cit hal. 480-482
*pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
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tidak adanya perhatian yang maksimal dari mereka yang memiliki tanggung

jawab akan pendidikan bagi anak-anak jalanan tersebut.*!

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 500
milyar dari dana APBN untuk jaminan sosial di bidang kesehatan, namun
tidak semua anak-anak di negeri ini beruntung memperoleh jaminan kesehatan

tersebut.*

Hidup mereka ternyata belum dijamin oleh negara secara mutlak
sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang
menyatakan Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Sebab jangankan untuk mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang layak,
untuk mendapat hak atas jaminan sosial yang telah diatur dalam DUHAM
PBB sekalipun mereka tidak mampu. Sungguh hal yang ironis mengingat
salah satu tujuan negara yang terdapat dalam preambule UUD 1945 yang
menjadi dasar konstitusi Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa

hanya akan menjadi satu mimpi yang utopis.*®

44http://Eka Azwin Lubis Kabid PTKP HMI FIS dan Staf Pusham Unimed,

bangka.tribunnews.com/2013/02/26/hak-atas-pendidikan-bagi-anak-jalanan diakses tanggal 5 Juni

** peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

*http:// Eka Azwin Lubis Kabid PTKP HMI FIS dan Staf Pusham Unimed

bangka.tribunnews.com/2013/02/26/hak-atas-pendidikan-bagi-anak-jalanan diakses tanggal 5 Juni
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Maka dari itu agar terwujudnya hak-hak anak jalanan harus didukung
dari semua aspek, mulai dari aturanya sampai kepada pelaksanaan peraturan
di lapangan, karena pemenuhan hak-hak anak jalanan tidak dapat hanya

negara yang bertanggung jawab melainkan dari keluarga dan masyarakat.

. Perlindungan Hak Anak menurut Hukum Islam
a) Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Islam memberikan tempat yang sangat mulia untuk anak, anak juga
diberikan perlindungan hak mulai dari dalam kandungan sampai mereka
dewasa. Pengertian anak dalam Islam adalah sebagai makhluk ciptaan Allah
yang lemah dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses
penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.
Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT:

Oae S o aaliliab g clhall e g5 55 adls Dl (8 agilan s adle i LS il g
47§ s Luals

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam meletakkan kedudukan anak
sebagai suatu makhluk yang mulia, diberi rizki yang baik dan memiliki nilai
plus tersendiri. Dalam perkembangan peradaban Islam, kemudian oleh Nabi

Muhammad Saw ditegaskan lagi melalui hadistnya:

ki e ol 5 a5l5e 3

T Al-Isra’ (17) : 70

65



Mencermati hadis di atas, bahwasannya kedua orang tua memiliki
peran yang sangat strategis bagi pembentukan pertumbuhan masa depan anak,
yaitu dengan membina dan mengembangkan potensi dasar (fitrah) anak.
Penafsiran kata di bawah (kedua orang tua) adalah masa depan anak akan
diarahkan ke jalan yang baik atau buruk tergantung dari bagaimana orang

tuanya memberi arahan.

Selain itu anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua,
masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam yang kelak akan
memakmurkan dunia sebagai rahmatan li al-‘alamin (rahmat untuk seluruh

alam).

b) Konsep Pemeliharan Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam juga mengenal tentang konsep pemeliharaan anak yang
dikenal dengan istilah hadanah yang merupakan kegiatan mengasuh,
memelihara dan mendidik anak sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.*

458

*8 Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi (Beirut : Dar al- Fikr,t.t), I1I: him,

* Mahmud al-Sabbag, Tuntutan Keluarga Bahagia, alih bahasa Baharudin Fanani, cet. ke

3(Bandung: Rosdakarya, 1993), him. 18
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Abu Zahrah memasukkan hadanah ini sebagai salah satu dari hak-hak
anak dimana menurutnya hak anak mencakup hak nasab, hak rada’ah, hak

hadanah dan hak nafkah.>°

Menurut istilah figh hadanah berarti memelihara anak dari segala
macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan
rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan
pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi
kehidupan sebagai seorang muslim, karena usaha untuk mengasuh dan

melindungi anak termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama.>*

Dasar Kewajiban untuk memberikan perlindungan anak dapat

disimpulkan menjadi dua konsep.

Pertama, konsep hadanah, yakni tanggung jawab moral yang
dibebankan manusia sejak lahir sebagai hamba Allah SWT yang telah
sanggup dititipi amanah vyaitu harus mendidik keluarga dan dirinya,

sebagaimana firman Allah SWT:

Mo Iadle 480 Lede & laally (el W o g8y 1)l aSbal s oSl 158 1 giale il Ly

52 ¢y e Lo oslmin g ot yal Lo i) () sy ¥

Bintang,

%0 Abu Zahrah, Ahwal asy-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr Arabi, 1958), him 451-471

5! Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke 3 (Jakarta: Bulan
1993), him. 138

%2 At-Tahrim (66) : 6
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Kedua, konsep khalifah yang berarti bahwa manusia diciptakan untuk
mengatur dunia dan semua isi di dalamnya. Tugas berat seperti ini tentunya
memerlukan pembinaan generasi yang kuat, sehat jasmani dan rohani.
Kaitanya dengan konsep pemeliharaan anak dalam islam yaitu hadanah dan
khalifah, yang mana seharusnya anak harus diasuh oleh orang tuanya sendiri
dan dipelihara dilindungi oleh mereka agar anak tersebut tidak terlantar
sehingga menjadikan mereka tidak turun dijalanan dan menjadi anak jalanan.
Ketika anak tersebut tidak dipelihara dengan baik oleh keluarganya maka
akan membuat mereka tidak nyaman berada didalam keluarga sehingga
mereka akan mencari kebebasan dijalanan. Hal tersebut sangat disayangkan
karena anak adalah generasi bangsa yaitu khalifah yang akan meneruskan
perjuangan bangsa dan nagara, sehingga wajib dilindungi dan diberikan hak-
hak nya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, agar menjadi
penerus cita-cita bangsa.

¢) Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam batas usia anak untuk dapat
hidup mandiri adalah umur 21, jika tidak cacat fisik, dan belum menikah, dan
sebelum usia 21 tahun orang tua wajib memberikan perlindungan dan
memenuhi hak-hak anak. Pemeliharaan atau perlindungan anak pada dasarnya
menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini
meliputi berbagai hal, yaitu masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu
yang menjadi kebutuhan pokok anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu
hidup mandiri. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam pandangan

Islam antara lain:
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a. Hak ketika masih dalam kandungan

Anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak hidup, yaitu hak
keselamatan jiwa yang wajib dihormati oleh semua manusia. Berkaitan
dengan hak atas keselamatan jiwa ini Allah telah berfirman:

531 Tt S gl ) S5 g3 om0l B8 oS 4055 Y

Menurut Ibn Abbas ayat ini turun sehubungan dengan tindakan
jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka, bahkan menguburnya
hidup-hidup. Ibn ‘Asyur melihat kata awlad (anak-anak) di sini
bermakna banat (anak perempuan), sebab ayat ini sangat terkait dengan
suasana di masa jahiliyah, di mana anak perempuan dibunuh karena takut

terhina dan fakir.>*

Melihat ayat di atas, kiranya cukup beralasan jika peristiwa
membunuh anak oleh ibunya baru muncul belakangan, ketika fenomena
aborsi muncul dalam masyarakat, para ulama tidak menemukan ayat yang
membicarakannya secara khusus, sehingga terbuka untuk dinyatakan bebas
nilai (tidak dihukum). Namun dari segi prakteknya, ada kemungkinan aborsi
tercakup dalam keumuman larangan membunuh. Sebagaimana diketahui,

membunuh dilarang oleh Allah karena (al- ‘i/lah/ta ‘lillcausa) menghilangkan

53 Al-Isra’ (17): 31
http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra.html
diakses tanggal 12 juni 2015
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kehidupan. Oleh karena itu, para ulama berusaha mencari status hukumnya
dengan cara qgiyas berdasar kesamaan alasan (al-‘illah), yaitu sama-sama
melenyapkan kehidupan. Untuk itu, para ulama menafsirkan ayat ini secara
lebih luas, bahwa kata awlad mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan

kata wa la taqtulu (jangan membunuh) mencakup aborsi.

b. Hak nasab
Ouls aSellgas cpdl) (B oS 5Al aaclle Toalad o (b ) die Jasd) g4 agh LY aa e
4 ol Lo lin o Sle
ey T)sie 4 S PP LAV A LOWEEN P
Para fugoha’ (ahli hukum Islam) sepakat bahwa akad nikah yang sah
merupakan sebab tetapnya keturunan (nasab) yang dilahirkan dalam masa
ikatan perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang Syarat
memperlihatkan bukti atau ciri-ciri indikasi yang kuat (yang menunjukkan
anak tersebut benar-benar keturunannya).”®
Dalam agama Islam penetapan nasab (keturunan) ini dapat dilakukan
dengan beberapa cara, diantaranya:
1) Perkawinan
Maksudnya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah antara

suami istri.

him. 25

% Al-Ahzab (33): 5
% Abduurrazaq Husain, Hak Anak Dalam Syari’at Islam, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003),
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2) Penetapan/Pengakuan
Islam memperbolehkan seorang mengakui dam menerapkan lagi
keberadaan anaknya yang sudah lama diingkarinya (tidak diakui) karena
suatu kondisi yang mendorong untuk berbuat demikian, namun dalam hal
ini para ulama ahli figih memberikan beberapa syarat agar dalam proses
pemberian nasab itu tidak boleh terjadi manipulasi atau tindakan yang
hanya mempermainkan belaka.
3) Dengan bukti dan indikasi (petunjuk)
Apabila penisbatan itu tidak dapat ditetapkan dengan bukti perkawinan
ataupun pengakuan, maka boleh dilakukan dengan memberikan batas
waktu yang pasti sampai kapan sebaiknya seorang Ibu menyusui
anaknya.”’
c. Hak memperoleh susuan
Ketika seorang anak dilahirkan ke dunia ini, ia tetap bergantung dan
membutuhkan ibunya, sama seperti suatu bagian yang menempel kepada
keseluruhannya. Anak itu harus diberi makan seperti yang biasa ia dapatkan
melalui darah ibunya, ketika ia masih janin. Mendapatkan air susu adalah hak
anak yang harus dipenuhi, baik oleh ibu kandungnya maupun oleh wanita

lain. Sebagaimana firman Allah SWT :

%" Dewan Ulama’ al-Azhar Mesir, Ajaran Islam TentangPerawatan Anak, (Bandung: Al-
Bayan, 1994), him. 41
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d. Hak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan

Anak sebagaimana amanat Allah SWT yang dititipkan kepada setiap
orang tua ia wajib dirawat, dibesarkan dan diasuh dengan baik dan penuh
kasih sayang. memberikan nafkah yang baik kepadanya dan dilakukan demi
kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Islam dalam hubungannya dengan hak anak mendapat pengasuhan dan
perawatan, menurut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini
agar melakukannya dengan ikhlas (sepenuh hati), makanya hak asuh atas anak
pada tahap pertama ini hendaknya dilakukan oleh seorang ibu, karena dia
secara umum dipandang mampu memenuhi kebutuhan anak pada usianya
yang masih dini tersebut berupa kelembutan, kasih sayang, perhatian dan

perlindungan.®® Dalam firman Allah SWT dijelaskan bahwa:

0T 0 8015 e 1 Lo 05750 aila 0158 5.0 ol 2l

%8Al-Bagarah (2): 233
% Abdurrazaq Husain, Hak Anak ...., him. 36

® An-Nisa’ (4): 9
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e. Hak mendapatkan pendidikan keimanan

Pendidikan dan pengajaran keimanan merupakan kelanjutan dari
perawatan dan pemeliharaan (hadanah). Di mana menumbuhkan keimanan
kepada Allah SWT menanamkan rasa percaya diri serta mengajarkan agama
Islam untuk mencapai kesempurnaan jiwa dan daya nalarnya,sebagaimana

firman Allah SWT :

Plashae Al ;8 ] Al o5 Gy adany s 5 anY oladl J5Y s
Kemudian islam juga mewajibkan untuk menuntut ilmu itu hukumnya
wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Karena ilmu sangat penting untuk

khazanah, dalam hadist disebutkan :

Aalie g alue JS e Gy 8kl il
f.  Hak untuk hidup
Islam melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun,
baik karena kemiskinan, atau karena kehormatan. Sebagaimana yang terjadi di
zaman jahiliyah beberapa anak perempuan dikubur hidup-hidup karena resiko
buruk akan ditanggung. Firman Allah SWT :
pe Oa dld & diballa o juialy HSidll e il Cagyaally al 5 351l gsi G
BESN

g. Hak Pemberian Nama yang baik

*Al-Lugman (31): 13

62AI-Luqman (31): 17
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Pekerjaan yang utama dan mulia setelah anak lahir adalah memberi
nama yang baik dan memberi julukan yang mulia. Karena pemberian nama
yang baik akan memiliki pengaruh yang positif terhadap jiwa anak, selain itu
nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa
dia hidup ataupun dia mati, nama itu merupakan tali pengikat yang amat kuat
dengan semua keturunannya, sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan
kepada hambanya untuk memanggilnya dengan nama yang baik."

h. Hak Nafkah

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki
maupun perempuan , berdasarkan firman Allah SWT:

G0 41 25b5l o s Aol Tl g5 2l 0 0l o om G951 nm iy S5
‘%c{oﬂ# A 300 Vs balg sally Ly L5 ] wm R Gt S
O = ) Ol begle gl B L85 Lagia il 5 oo Yl ol ) g3,y Jie &)l
A O Tsalel s ) sl 5 Cog yaally aigle Ua atial 13) aSle ~lin Db aS0Y 5l | gaia i
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Ulama’ Figh sepakat bahwa seorang ayah berkewajiban memberi
nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah

diberikan oleh ayah, walaupun ayah itu miskin, karena anak adalah bagian

dari padanya dan dirinya.

8 Moh Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, alih bahasa Kuswadi dkk,
(Bandung: al-Bayan, 1998), him. 84

*Al-Bagarah (2): 233
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Pada dasarnya perlindungan hak anak dalam UU dan Hukum Islam
tidak jauh berbeda dengan aturan perundang-undangan yang lain, yang mana
sama-sama ingin melindungi hak anak dan menjadikan anak itu kelak

bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya, dan bagi nusa bangsa umumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah
otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni aoutos yang
berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna
membuat  undang-undang  sendiri  (zelfwetgeving), namun dalam
perkembanganya , konsepsi otomoni daerah selain mengandung arti
zelfwetgeving (membuat Perda-perda) juga utamanya mencakup zelfbestuur
(pemerintah sendiri). C.W van der Pot memahami konsep otonomi daerah

sebagai eigen huishoulding (menjalankan rumah tangganya sendiri).®®

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah,
antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara

% Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Sinar Harapan,
Jakarta, 1994), him 34, Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Russle, New York,
1973), hlm 312, Lihat juga Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Cet-1, (FH
Ul Press, Yogyakarta, 2010), him. 44
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penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau
otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:®*Pertama,
urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan
pengembanganya diatur dengan car-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem
supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah
otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara
mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya. Ketiga, sistem
hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal
seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi

ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan
pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan
sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan
dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali

jumlahnya.®’

Prinsip urusan rumah tangga daerah di atas, beserta kecenderungannya
yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan
berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam

negara federal. Prinsip residual power pada negara bagian dalam sistem

% Bagir Manan, Menyongsong,....Op.Cit, him. 37
*Ibid
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federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan
negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal.
Kedua, terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula
menetapkan segala sendi urusan pemeritahan pada negara bagian bergeser

menjadi urusan federal.®®

Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa “otonomi adalah sebuah
tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan Negara administrasi
Negara.”Sebagaimana Tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan
dasar-dasar Negara dan susunan organisasi bernegara.Paling tidak ada dua
arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumahan Indonesia
merdekayaitu demokrasi dan penyelenggaraan Negara berdasarkan
Hukum.Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan

untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.®®

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi

wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan

% Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan,.....Op.Cit, him 45
% Bagir Manan, Menyongsong Fajar ,...Op.Cit, him. 23
" pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
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pemerintahan anatar Pusat dan Daerah. Salah satu penjelmaan pembagian
tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan
baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai

urusan rumah tangga daerah.”

Penyebutan dalam konteks otonomi di kalangan para sarjana terdapat
perbedaan R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah
tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”.
Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh Mahfud MD, memakai
istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda,
mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal,
material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian
wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan antara pusat dan daerah."

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian
(Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan
yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang
harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung

dua unsur:

bid, him. 46
2| pid, him. 84-85
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1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan

dan menetapkan sendiri bagaimana enyelesaikan tugas itu.”

Logemaan menyatakan bahwa otonomi merupakan kebebasan
bergerak yang diberikan kepada daerah otonom, dalam arti penggunaan segala
kekuasaan daerah otonom yang mengurus kepentingan penduduk atas

prakarsa sendiri.”

Dalam hal yang sama Amrah Mulimin pun menyatakan bahwa
otonomi berarti pemerintahan sendiri. Sesuai dengan paham catur praja Van
Vollenhoven, pemerintahan yang dimaksud adalah meliputi kegiatan (fungsi)
membentuk  perundang-undang (wetgeving), pelaksanaan perundang-
undangan (uitvoering), kepolisian (politie) dan peradilan (rechtspraak).
Keempat fungsi itu dijalankan oleh daerah otonom dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat secara terbatas dalam bidang

yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat.”

Dasar filosofis dari dibentuknya otonomi daerah yaitu untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

" Sudi Fahmi, Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenagan Antara Pemerintah Pusat
dan Daersh Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan, Disertai, Program Doktor S3 Iimu
Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, him 194

“Ibid, him 194

> Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum ,...Op.Cit, him. 4

79



pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”®

Menurut peneliti, terkait teori otonomi daerah adalah teori yang sangat
erat kaitanya dengan pembentukan peraturan daerah yang mana pemerintah
diberikan wewenang untuk membuat aturan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kebijakan Otonomi Daerah (Sistem Desentralisasi)

Otonomi daerah  (desentralisasi) bukan sekedar pemancaran
kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
penyelenggaraan pemerintahan negara antara Pemerintah Pusat dan satuan-
satuan pemerintah tingkat lebih rendah. Dengan demikian sistem
desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu Kkebijaksanaan
pemerintah terhadap potensi dan kemampuan. Daerah dengan melibatkan

wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

’® Dasar Menimbang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
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pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan

kewajiban masyarakat yang demokratis.”’

Menurut Rienow ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk
pemerinttah di daerah. Pertama, membangun kebiasaan agar rakyat
memutuskan sendiri sebagian kepentinganya yang berkaitan langsung dengan
mereka. Kedua, memberi kesempatan kepada masing-masing komunitas yang
mempunyai tuntutan yang bermacam-macam untuk membuat aturan-aturan

dan programnya sendiri.”®

Menurut Bagir Manan yang mana mengutip dari pendapatnya Hans
Kelsen, bahwasannya cita-cita kedaulatan rakyat dapat juga terwujud dalam
suasana sentralisme, tetapi desentralisasi lebih demokratis dari pada

sentralisasi.”

Terdapat dasar-dasar hubungan antara Pust dan Daerah menurut Bagir

Manan dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:®

a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara:
UUD 1934 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pemerintah

tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan

”’Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika), Cet-
1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), him. 85-86

"®Robert Rienow, Introduction to Goverment, (Alferd A Knopt, New York, 1996), him 573

" Bagir Manan, Hubungan Antara,... Loc.cit, him. 40. Lihat juga Hans Kelsen, General
Theory of Law and State,(Russel Russel New York, 1973), him 312

®lbid, him 161-167
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rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah,
keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya
dimungkinkan oleh desentralisasi.

Dasar pemeliharaan dan  pengembangan  prinsip-prinsip
pemerintahan asli:

Pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin
dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara.

Dasar Kebinekaan:

“Bhineka Tungkal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia,
otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk
mengendorkan “spanning” yang timbul dari keragaman.

Dasar negara hukum:

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat
dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum
yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah
diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau

kedaulatan rakyat.
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Melihat terdapat kompleksitas hubungan antara Pusat dan Daerah, ada

berbagai kriteria untuk mengukur sejauhmana desentralisasi tersebut dapat

dicapai:®

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tujuan politik;
Meningkatkan efektivitas administrasi/pemerintahan;
Meningkatkan efesiensi ekonomi dan manjerial;

Meningkatkan  kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-
kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda;

Memerbesar kepercayaan diri (kemandirian) di antara kelompok-
kelompok dan organisasi-organisasi di daerah yang mewakili
kepentingan-kepentingan politik yang sah; dan

Mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan
menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan

daerah.

Dengan digunakannya sistem desentralisasi menurut peneliti sudah

sangat tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah, khusunya

terkait kesejahteraan masyarakat rentan dan miskin. Hal ini sangat membantu

dalam mempercepat pemberian bantuan dan penanganan masalah sosial yang

mana pemerintah daerah dapat langsung bertindak dan melakukan kebijakan

yang dibutuhkan oleh masyarakat.

*'Ni’matul Huda, Otonomi Daerabh,....Op.Cit, him. 88-89
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3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah ini digunakan dan diimplementasikan oleh semua
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY yakni Kabupaten Gunung Kidul,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota
Yogyakarta. Seluruh Kabupaten/Kota tersebut wajib memberikan pemenuhan
jaminan sosial terhadap anak jalanan yang dalam hal ini diatur dalam pasal 6
yang menyebutkan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan

diselenggarakan melalui:

a. upaya pencegahan;
b. upaya penjangkauan;
c. upaya pemenuhan hak; dan/atau

d. upaya reintegrasi sosial.

Upaya-upaya perlindungan anak jalanan yang disebutkan diatas
merupakan tindakan yang harus diupayakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di
DIY dan mengenai penjelasan terkait upaya pencegahan dijelaskan dalam

Pasal 7 yakni yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
1) tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan
pengasuhan anak di dalam keluarga;
2) bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
3) anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
4) tidak memberikan bantuan uang di jalan.
b. mengembangkan program dukungan keluarga;
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mengembangkan  program  penguatan bagi anak  yang
rentan/berisiko hidup di jalan; dan

penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain
agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan.

Dalam Pasal 7 sangat jelas mengatur tentang upaya pencegahan anak

jalanan mulai dari memberikan edukasi dan informasi, mengembangkan

program keluarga, dan pengutan lembaga kesejahteraan sosial anak dan

lembaga yang berbasis masyarakat agar mencegah anak hidup di jalanan. Jika

upaya pencegahan atau preventif ini dilakukan oleh pemerintah dengan

maksimal maka akan sangat membantu untuk menanggulangi anak yang

hidup di jalanan.

Selanjutnya jika upaya pencegahan tersebut sulit dilakukan maka

dapat diupayakan dengan upaya Penjangkauan sesuai dengan Pasal 12 yakni:

a. Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-
anak yang hidup dijalan.

Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh TimPerlindungan Anak.

Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

b.

unsur:

1) dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial,

2) dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
3) Kepolisian;

4) Satuan Polisi Pamong Praja;

5) LKSA;

6) Pekerja Sosial; dan

7)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
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e. Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai
kebutuhan.

Di dalam upaya penjangkauan pemerintah membuat Tim untuk
mengatasi permasalahan anak jalanan dan ini ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Nomor 181/KEP/2012 tentang Pembentukan Forum Perlindungan
Anak Yang Hidup Di Jalanan. Agar permasalahan anak jalanan ini dapat cepat
terselesaikan banyak instansi yang dilibatkan dalam masalah ini, contohnya
dalam bidang kesehatan, yang beranggung jawab dalam bidang kesehatan
anak jalanan adalah dinas kesehatan. Prakteknya tetap semua intansi harus
berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam hal ini yang bertanggung jawab

sepenuhnya terhadap anak jalanan.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya Pemenuhan Hak yang disebutkan

dalam Pasal 15 antara lain:

hak identitas;

hak atas pengasuhan;

hak atas kebutuhan dasar;

hak kesehatan;

hak pendidikan; dan

hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

o Qo0 T

Dalam Pasal 15 ini sangat jelas disebutkan hak-hak anak yang hidup
dijalan. Jika diteliti mengapa hak identitas adalah hak yang pertama harus
diperoleh oleh anak jalanan, karena hak identitas adalah hak yang sangat

fundamental, karena jika anak jalanan tersebut tidak mempunyai identitas
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yang jelas maka, dapat dipastikan anak jalanan akan sulit mendapatkan hak-
hak yang lainnya. Hal ini berhubungan dengan anggran yang dikeluarkan oleh

pemerintah, penyaluran bantuan harus sesuai data yang konkrit dan jelas.

Yang terakhir adalah Upaya Reintegrasi Sosial menurut Pasal 35

disebutkan bahwa:

a. Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA
melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di
jalan.

b. Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan
harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak
berasal.

c. Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan
hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga

pengganti.

Upaya reintegrasi sosial ini sangat membantu dalam penyelesaian
maslah anak yang hidup dijalan, pada realitasnya anak jalanan yang ada di
DIY berasal dari luar DIY, dan ini harus ada penyelesaiannya yaitu melalui

kerja sama dengan lintas pemerintah daerah.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
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Berdasarkan Landasan Operasional yaitu Instruksi Presiden No. 1
Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun
2010, Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum
Program Kesejahtraan Sosial Anak, dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010
tentang Program Yang Berkeadilan.?> Maka dibentuknya PKSA vyang
bertujuan untuk pemehuhan hak dasar dan perlindungan terhadap anak dari
penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. Sehingga tumbuh kembang,

kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud dengan baik.

Guna terlaksananya PKSA maka dibentuklah sasaran PKSA vyaitu
untuk tahun 2010-2014 adalah meningkatnya presentase anak dan balita
terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan
kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk
memperoleh akses pelayanan sosial dasar, kemudian meningkatnya presentase
orang tua/keluarga yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan
perlindungan anak, menurunnya presentase anak yang mengalami masalah
sosial, meningkatnya pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial
dan relawan sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatnya

Pemerintah Daerah (kabupaten/ kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui

#2Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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APBD dalam pelaksanaan PKSA, meningkatnya produk hukum tentang

Perlindungan hak anak.®

Selanjutnya pengertian dari PKSA itu sendiri yaitu upaya program
yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan
kebutuhan dasar, aksebilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang
tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga/organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum. Berarti dapat dipahami PKSA ini adalah
Program Pemerintah yang dapat dilakukan oleh semua pihak guna membantu
memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya sebagai manusia.

PKSA ini diprioritaskan bagi anak-anak yang memiliki kehidupan
yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial

seperti, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial,

8Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kemudian yang menjadi prioritas
khusus penyusun yaitu anak terlantar yang mana kriterianya adalah anak yang
mengalami perlakuan salah, diterlantarkan oleh orang tua/keluarga, atau anak

kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Dalam menjalankan PKSA dibutuhkan Pekerja Sosial Profesional
yang mana seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun
swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan
kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan,
pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan
tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial yang
bekerja menjadi pendamping PKSA, adalah pekerja yang memiliki keahlian
dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak contohnya Staf
Dinas Sosial yang ditugaskan untuk menjadi pendamping PKSA, ataupun
sarjana ilmu sosial yang jelas dari latar belakang akademik ilmu sosial
ataupun dari masyarakat yang sudah berpengalaman dalam PKSA kemudian

mendirikan yayasan sosial anak.

PKSA juga dibutuhkan Relawan Sosial Anak yang mana seseorang
atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial
maupun bukan berlatar belakang pekerja sosial, tetapi melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial anak bukan di instansi sosial
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pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan, contohnya
pengusaha, mahasiswa dan komunitas lainnya yang berinisiatif untuk menjadi
relawan ataupun donatur demi membantu terselenggaranya PKSA dengan
berbagai macam mungkin dengan memberikan sumbangan uang, beras atau
pakaian bisa jadi menyelenggarakan kegiatan outbond untuk anak-anak yang

mendapat PKSA.

Demi terlaksananya PKSA maka Dinas Sosial membuat Kerangka
Kebijakan dengan sistem kesejahteraan sosial yang mana dibagi menjadi 2
kebijakan yaitu : yang pertama adalah kebijakan Pelayanan Sosial Dasar
dengan cara memberikan subsidi/konpensasi berupa JPS dan BLT RTSM,
kemudian memberikan perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Asuransi
Sosial, Bantuan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya, yang kedua
adalah  kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara memberikan
program amal usaha kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, kemudian harus
adanya PNPM (P2KP & PPK), CSR (Comdev), LSM / Orsos, dan BAZIZ /
LAZ. Kebijakan ini dibuat agar PKSA dapat terorganisir dengan baik guna
terpenuhi kebutuhan dasar anak. Agar dapat meratanya dalam pemberian

bantuan sosial.
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BAB 111

PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL ANAK JALANAN DI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah DI'Y No 6 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan

1. Landasan Filosofis

Secara umum landasan filosofis terbentuknya Perda ini bersinggungan
dengan terbentuknya negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu
negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, sedang menuju
kepada tahap pemenuhan kesejahteraan secara utuh dengan mengoptimalkan
program kesejahteraan sosial sebagai program pengentasan kemiskinan
melalui berbagai kebijakan nasional. Sampai saat ini pemerintah Indonesia
masih terus berupaya melaksanakan kesejahteraan sosial masyarakat secara
penuh sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan yang telah disepakati oleh
para pendiri negara Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan konstitusi
bangsa ini sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan mengenai

13

tujuan negara Indonesia yaitu “... untuk melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta

92



mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

. 1
dunia.....”.

Atas dasar tercantumnya tujuan mensejahterakan pada pembukaan
konstitusi negara sebagai dasar yuridis dan falsafah negara Indonesia maka,
Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berprinsip kesejahteraan atau
welfare state dimana pemerintah memiliki tangggungjawab mensejahterkan
rakyat dan tanggungjawab berperan aktif dalam pemenuhan kesejahteraan
tersebut. Encyclopedia Britannica menjelaskan bahwa, welfare State diartikan
sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam
menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.’
Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena
itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang
ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan
pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang
menganut welfare state, serta program pengentasan kemiskinan juga dianggap

sebagai aspek dari welfare state.

Ketika berbicara tentang Indonesia sebagai negara kesejahteraan

secara khusus DIY adalah bagian dari pada Indonesia, yang mana DIY

! Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-I1V
? “Welfare State”, Encyclopedia Britannica, dalam Alfitri, Ideologi Welfare State dalam

Dasar Negara Indonesia: Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosia
Nasional, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol 9 Nomor 3, 2012, him 454

* Ibid
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mempunyai landasan filosofis tersendiri dalam membentuk Perda ini.
Penyelenggaraan pemerintah di Provinsi DIY diinspirasi dan dilandasi oleh
filosofi Jawa, khususnya filosofi yang bersumber dari budaya Yogyakarta.
Filosofi tersebut secara eksplisit ditulis dalam RPJP Propinsi DIY, yaitu
Hamemayu Hayuning Bawana. Filosofi ini dijadikan cita-cita luhur untuk
mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan
berdasarkan nilai budaya masyarakat yang gemah ripah loh jinawi,
ayom,ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja, (RPJM Propinsi DIY 2009-

2013).°

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban
melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih
mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi
pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehiduan baik dalam
skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan
mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak

mementingkan diri sendiri.

Filosofis tersebut sebenarnya sangat kompatibel dengan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bagi kelompok gelandangan

dan pengemis. Panggilan untuk melayani, melindungi, memberi, ketentraman

* Naskah Akademik Peraturan Daerah DIY, Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,
Desember 2013, him 11
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dan mensejahterakan adalah sejalan dengan misi pengaturan, perlindungan
dan pemenuhan hak bagi komunitas gelandangan dan pengemis.
Kesejahteraan material dengan kesejahteraan spiritual mengandaikan tidak
adanya warga Yogyakarta yang terabaikan, terlantar, tertinggal atau
diperlakukan berbeda dan luput dari perhatian para penyelenggara

pemerintahan.

2. Landasan Sosiologis

Selain dasar filosofi tersebut, secara historis Yogyakarta juga
mempunyai komitmen yang kuat terhadap usaha membangun kebudayaan dan
kehidupan yang multikultural. Catatan sejarah bahwa Sultan Hamengku
Buwono IX yang menyatakan bahwa Yogyakarta adalah bagian NKRI pada
periode setelah kemerdekaan adalah fakta historis bahwa Yogyakarta sangat
menghargai makna Bhineka Tunggal lka dalam mekna yang sebenarnya.
Dalam perkembangannya kemudian Yogyakarta semakin menjadi tempat
yang kondusif untuk membangun kehidupan yang multikultural. Banyak
generasi muda dari berbagai daerah menempuh pendidikan di Yogyakarta dari
berbagai latar belakang budaya dan etnis yang berbeda-beda. Predikat kota
Yogyakarta sebagai kota pendidikan semakin memperkuat watak
multikultural dalam kehidupan sosial warga Yogyakarta. Multikulturalisme

seringkali lebih dipahami dari sudut pandang kebudayaan atau etnisitas
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padahal sebenarnya juga aspek-aspek perbedaan dan identitas sosial lainnya
seperti bahasa, agama, jenis kelamin, abilitas, etrmasuk juga dan juga kondisi

sosial ekonomi.

Perda ini disusun tidak lain sebagai upaya meningkatkan harkat
martabat kaum anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke posisi yang layak
sebagai manusia seutuhnya dan memiliki peran di dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan sebagaimana warga Yogyakarta lainnya. Pemulihan hak dan
martabat ini merupakan asas dan tujuan mendasar yang menjadi acuan bagi

pasal-pasal dalam Perda.’

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Staf Dinas Sosial Provinsi
DIY. terbentuknya Perda Anak Jalanan ini adalah pada tahun 2005-2010
kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta diresahkan oleh banyaknya anak jalanan
di setiap persimpangan jalan, anak jalanan tersebut ada yang sampai punya
komunitas sendiri atau berdiri sendiri sebagai anak jalanan yang dikenal
“Anak Punk”. Ketika itu timbul keresahan dari masyarakat DIY dan
Pemerintah DI1Y, karena Kota Yogyakarta adalah notabene kota pelajar tetapi

faktanya banyak sekali anak jalanan.®

*Naskah Akademik Peraturan Daerah DIY, Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,
Desember 2013, him 13

®Hasil wawancara dengan Pak Bagir,Staf Bagian Rehabilitasi Sosial Diseksi Perlindungan
Anak di Dinas Sosial Provinsi DIY, tanggal 24 Juni 2015
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Di DIY terdapat dua Perda tentang penyandang masalah kesejahteraan
sosial yaitu Perda Anak Jalanan dan Perda Gelandang Pengemis, awal
mulanya kedua perda tersebut dirancang menjadi satu kemudian pada
akhirnya dipisah. Timbul pertanyaan mengapa perda tersebut tidak dijadikan
satu, menurut hasil wawancara peneliti dengan Staf Bagian Rehabilitasi Sosial
Diseksi Perlindungan Anak di Dinas Sosial Provinsi DIY,’ beliau mengatakan
bahwasannya penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) ini harus di klaster atau di Klasifikasikan sendiri-sendiri berdasarkan

permasalahan sosialnya dan subyek nya.

Kemudian dirancanglah peraturan daerah tentang anak jalanan
tersebut. Awal nya rancangan perda anak jalanan ini juga disatukan dengan
perda gelandang dan pengemis, tetapi olen DPRD mengusulkan perda tersebut
dipisah. Dasarnya adalah karena perbedaan masalah sosialnya. Perda Anak
Jalanan ini adalah dikhususkan untuk para anak-anak yang hidup di jalan yang
usianya di bawah 18 tahun, sedangkan perda Gelandangan dan Pengemis ini
adalah orang-orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun dan kegiatannya
mengemis di jalanan dengan segala bentuk cara mungkin dengan mengemis,
mengamen dan melakukan pertunjukan di perempatan lampu merah. Adapun
perbedaan perda tersebut adalah guna mempermudah identifikasi pendataan

dan penyelesaian masalah sosial. Karena pada dasarnya menyelesaikan

” Hasil wawancara dengan Pak Bagir,Staf Bagian Rehabilitasi Sosial Diseksi Perlindungan
Anak di Dinas Sosial Provinsi DIY, tanggal 24 Juni 2015
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permasalahan anak harus dibedakan dengan permasalahan orang dewasa.
Menurut Staf Dinas Sosial tersebut memang harus menyelesaikan
permasalahn anak jalanan terlebih dahulu, karena jika si anak jalanan ini
sudah diberikan tempat dan diberikan bantuan untuk tidak lagi turun dijalanan
maka, Perda ini akan berhasil. Kemudian disusul dengan dibentuknya Perda
Gelandang dan Pengemis yang notabene adalah para orang tua dari anak
jalanan tersebut. Perda ini terlihat sangat membantu dalam keberhasilan

Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat

3. Landasan Yuridis

Selain dasar filosofis dan historis Perda ini juga mempunyai landasan
yuridis, berdasarkan hirerarki peraturan perundang-undangan, perda ini
memiliki keterkaitan dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan
perda ini dibentuk berdasarkan wujud implementasinya dari UUD 1945,
dalam rangka mencapai tujuan negara. Berdasarkan yuridis perda ini

berangkat dari:

a. Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945

Konstitusi telah memberikan jaminan koonsitusional secara khusus
terhadap anak jalanan, jelas tertulis dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi
“ Fakur miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kata ‘“‘anak

terlantar” menurut peneliti juga anak jalanan termasuk di dalam makna
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tersebut, karena pengertian anak terlantar sendiri adalah anak yang di bawah
usia 18 tahun yang belum mendapatkan kebutuhan dasar fisik maupun
materinya secara layak dan terlantarkan oleh keluarga nya. Yang mana akibat
dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut mengakibatkan anak
terlantar terjun ke jalanan untuk mencari uang dengan cara yang tidak
sepantasnya dilakukan oleh anak. Kemudian kata “dipelihara” juga
diakomodir lagi oleh konstitusi dengan memberikan hak-hak yang harus
diperoleh oleh anak jalanan tersebut dan tertulis dalam Bab XA pasal 28 pada
intinya menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan
perlindungan, jaminan atas kebutuhan dasar guna mencapai persamaan dan
keadilan. Di dalam Pasal 28A sampai Pasal 28 J telah mengatur terkait
jaminan hak-hak setiap warga negara tak terkecuali anak jalanan juga
termasuk di dalamnya. Maka tidak ada alasan lagi negara untuk tidak
menjamin dan melindungi hak-hak anak jalanan. Pasal 34 inilah yang menjadi
dasar negara dalam mewujudkan perlindungan bagi anak jalanan, dengan cara
membuat regulasi yang berkaitan dengan jaminan hak-hak anak jalanan

tersebut.

b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selanjutnya, perihal pengaturan tentang hak asasi manusia diatur
dalam peraturan perundang-undangan bagaimana pentingnya perlindungan

terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun
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1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat

tersendiri dalam Undang-undang ini.

Hak Asasi anak juga diatur dalam bagian kesepuluh Pasal 52-66 yang

intinya sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
Masyarakat, dan Negara;

b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas
pengasuhan;

c. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan
dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

d. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya
negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bemegara;
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e. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali;

f. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal,

dan tingkat kecerdasannya.®

Dalam undang-undang hak asasi manusia sangat detil dalam
memberikan jaminan hak kepada anak, mulai dari hak atas perlindungan oleh
orang tua, masyarakat, dan negara kemudian perlindungan hukum dari segala
bentuk diskriminasi kemudian setiap anak berhak untuk mendapatkan bantuan
khusus, jaminan hidup yang layak, beribadah menurut agamanya serta hak
untuk memperoleh pendidikan. Ketika hak-hak anak telah jelas tertulis dalam
undang-undang hak asasi manusia berarti pemenuhan hak tersebut wajib
diberikan oleh negara. Negara dalam hal ini berkewajiban melaksanakan

pemenuhan daan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak jalanan.

Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam proses
penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Maka Hak anak dalam

proses peradilan juga diatur dalam Pasal 66 antara lain:

a. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;

® pasal 52-60 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

101



(o

. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup:

c. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

o

. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau

jika sebagai upaya yang terakhir (measure of the last resort);

D

. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;

—h

Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh

keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.®

Berdasarkan Pasal 66 di atas sudah sangat jelas dikatakan bahwa, anak
juga mendapatan perlindungan hukum sebagaimana tertera di atas, tetapi jika
dikaitkan dengan realitas yang ada masih saja banyak anak-anak jalanan yang
penanganannya masih menggunakan kekerasan oleh aparat penegak hukum.
Menurut laporan yang ada di Lembaga Ombusdmen Yogyakarta, Satpol PP
dalam mengidentifikasi anak jalanan masih menggunakan cara paksa dan anak
jalanan ditahan sementara untuk diidentfikasi. Hal tersebut menggambarkan
bahwa penegak hukum masih belum bisa menegakkan hukum dengan baik,
belum bisa membedakan cara penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum. Karena anak jelas harus dibedakan penangannya tidak boleh ada
pemaksaan apalagi ditahan. Karena dalam kasus anak jalanan penangkapan
atau penahanan bukanlan cara yang baik, karena dapat mempengaruhi

psikologis anak tersebut.

% Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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¢. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Junto Undang-undang No 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini juga telah
mengakomodir semua hak-hak yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian
pengertian anak dan ketogori anak juga telah diklasifikasikan secara jelas ada
anak terlantar, anak disabilitas, anak asuh, anak angkat dan anak yang
mempunyai keunggulan. Muncul pertanyaan mengapa anak harus diberikan
klasifikasi tersendiri, menurut peneliti yaitu agar mempermudah pemberian
perlindungan, jaminan ataupun pemenuhan hak yang dibutuhkan oleh mereka.
Karena setiap anak mempunyai masalah sendiri-sendiri dalam hal pemenuhan

hak nya.

Undang-undang perlindungan anak ini sangatlah efektif dan sudah
sangat baik untuk memberikan perlindungan bagi anak, tetapi tidak menutup
kemungkinan masih terdapat kendala di dalam pelaksanaannya. Antara
lainnya adalah belum siapnya pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk
dapat sama-sama melindungi hak-hak mereka, karena disebutkan dalam BAB
IV Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 20 yang berbunyi
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.menurut

peneliti yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan anak yang

paling utama adalah di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua
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dapat memberikan perlindungan anak secara baik dan terarah agar anak
tersebutmendapatkan perlindungannya. Karena jika anak di dalam
keluarganya sudah tidak mendapatkan perlindungan, jaminan maupun
pemenuhan hak-hak nya secara baik maka dapat dipastikan anak tersebut akan

bermasalah.

Kemudian organ yang ditunjuk oleh undang-undang untuk
memeberikan perlindungan bagi anak yang mempunyai masalah sosial adalah
Dinas Sosial, sesuai Pasal 55 menyebutkan dalam hal penyelenggaraan
pemeliharaan dan perawatanpengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial
dan Instansi di bawahnya yaitu Dinas Sosial. Dan dalam rangka memenubhi
hak anak di dalam aturan Perda juga disebutkan bahwasannya yang
bertanggung jawab dalam perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara

khusus aktifharus sama-sama mempunyai kesadaran dalam hal ini.

Di dalam BAB Il Pasal 4 sampai Pasal 19 UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak juga disebutkan terkait hak dan kewajiban anak

antara lainnya:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan
dandiskriminasi;

. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan;

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua;

. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanyasendiri;

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhanfisik, mental, spiritual, dan social;

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembanganpribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya;

. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikaninformasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengannilai-nilai kesusilaan
dan kepatutan;

. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yangsebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyademi

pengembangan diri;
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i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

J. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

k. Setiap anak berkewajiban untuk :

I.  menghormati orang tua, wali, dan guru;

m. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

n. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

0. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

p. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*

Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak,
hal ini sangat penting karena sebagai anak juga harus diberi kewajiban agar
mempunyai tanggung jawab. Agar kelak menjadi manusia yang baik dan
bermartabat, jika hanya diberikan hak nya saja maka anak tersebut tidak akan
bisa belajar bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kewajiban
disini juga disesuaikan dengan kemampuan anak dan tidak membebani anak

tersebut.

d. Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

19 pasal 4-19UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Dalam hal mewujudkan pemenuhan jaminan sosial terhadap warga
negara tidak terkecuali anak jalanan, maka negara membuat regulasi yaitu
tentang Sistem jaminan sosial. Dasar filosofisnya adaah orang berhak atas
jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil dan makmur kemudian untuk memberikan jaminan sosial yang
menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang ini adalah satu kemajuan negara dalam hal
memberikan hak jaminan sosial kepada warga negara nya karena berawal dari
undang-undang ini sistem jaminan sosial di indonesia telah banyak yang
diperbaharui, mulai dari birokrasinya dan sistem jaminan sosial itu sendiri.
Kemudian di dalam konsiderannya juga menyebutkan dasar normatifnya Pasal
34 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang mana
dapat diartikan undang-undang ini juga menjamin jaminan sosial untuk fakir

miskin dan anak terlantar.

Jika dilihat dalam pasal 17 ayat (3) menyebutkan secara jelas dan
kongkrit terkait jaminan sosial untuk fakir miskin dan anak terlantar di

tanggung oleh pemerintah. Pada prinsipnya undang-undang sistem jaminan
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sosial ini mempunyai prinsip sebagaimana disebutkan dalan bagian penjelasan

undang-undang sebagai berikut:**

1. Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam
mekanisme gotongroyong dari peserta yang mampu kepada peserta
yamg kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh
rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko
tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit.Melalui
prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan
keadaan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

2. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan
mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial,
akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah
untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana
amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan
efektivitas.  Prinsip-prinsipmanajemen ini  diterapkan dan
mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari

iuran peserta dan hasil pengembangannya.

penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
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4. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk

memberikan jaminan yangberkelanjutan meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib. Kepesertaan  wajib
dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat
terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifatwajib bagi seluruh
rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan
ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan
program.Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,
bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara
mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional
dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta
merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk
dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana
tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam
Undang-Undangini adalah hasil berupa dividen dari pemegang
saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan

sosial.
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Melihat dari prinsip-prinsip sistem jaminan sosial diatas, menurut
peneliti masih terdapat ketidak sinkronan didalam pelaksanaanya. Dalam

BAB V Kepesertaan dan luran Pasal 17 :*2

Pasal 17

1. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan
berdasarkanpersentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

2. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,
menambahkan iuranyang menjadi kewajibannya dan membayarkan
iuran tersebut kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial secara
berkala.Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkanuntuk setiap jenis program secara berkala sesuai degan
perkembangan sosial,ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

3. luran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak
mampudibayar oleh Pemerintah.

4. Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur
lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.

Namun pada kenyataanya, tidak semua warga negara mendapatkan
jaminan sosial seperti yangsudah diamanatkan baik dalam UU Nomor 40
tahun 2004 tentang SJSN maupun UU BPJS I dan Il yang barus saja disahkan.
Di dalamnya terdapat beberapa kelamahan antara lain ; (1) pasal 17 ayat 5
yang menjelaskan bahwanegara hanya menanggung jaminan kesehatan hanya
bagi warga miskin dantidak mampu, sedangkan orang tua, anak-anak terlantar
dan penganggurantidak dijelaskan masuk ke golongan mana; (2) pada tahap
pertama iuran ataupremi jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak

mampu dibayarkan oleh pemerintah tetapi untuk selanjutnya tidak disebutkan

12 pasal 17 Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
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siapa yang akan menanggungnya; (3) jaminan kesehatan hanya diberikan bagi
peserta yang sudah membayar iuran kepesertaan jaminan sosial, sedangkan
mereka yangtidak mampu membayar tidak mendapatkan jaminan kesehatan ;
(4) besarnyaiuran kepesertaan ditentukan berdasarkan besarnya upah atau
penghasilanpara pekerja dan bagi pekerja yang mempunyai anggota keluarga
lebih dari 50rang harus menambah iuran kepesertaan jaminan kesehatan ; (5)
prinsip jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional lebih
mengarah keprinsip asuransi sosial dimana setiap warga negara untuk menjadi

peserta harus dibebani dengan iuran.*®

Jika peneliti analisis Pasal 17 tersebut di atas terkait dengan
kepesertaan dan iuran dalam sistem jaminan sosial nasional, maka hal ini
membuat sulit anak jalanan untuk mendapatkan hak jaminan sosialnya,
mengapa karena jika yang bertanggung jawab disini adalah pemerintah dan
pemerintah hanya mengandalkan dengan data anak jalanan yang ada, maka
secara otomatis anak jalanan yang belum terdata tidak akan mendapatkan hak
nya. Yang ingin peneliti tekankan adalah persoalan data anak jalanan di
daerah istimewa yogyakarta belum terdata dengan baik masih banyak persepsi
soal data antara LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan Dinas
Sosial itu sendiri. Dinas sosial hanya mendata dari hasil pendataan di setiap

desa atau kelurahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang

Bhttp://www.academia.edu/4377519/JAMINAN_KESEHATAN_DALAM_SISTEM_JAMI
NAN_SOSIAL_NASIONAL_DI_INDONESIA diakses tanggal 25 Juni 2015
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mana anak jalanan yang hanya asli dari DIY. Sedangkan LKSA mempunyai
data anak jalanan yang dari luar provinsi DIY. Pada dasarnya anak jalanan di

DIY banyak dari pendatang atau luar DIY.

Kemudian jika terdapat perbedaan data antara pemerintah dan LKSA
maka, hal ini sangat berdampak pada hasil perlindungan jaminan sosial itu
sendiri. Pemerintah belum sepenuhnya maksimal untuk bekerja sama dengan
LKSA dan hanya mengandalkan Satuan Pekerja Sosial yang itu adalah
pegawai honorarium dari Kementerian Sosial dan jumlahnya sangat sedikit,
karena disetiap Kabupaten atau Kota hanya 2 orang Satuan Peksos nya. Hal

ini dirasa sangat belum efektif untuk dapat bekerja secara maksimal.

Walaupun Pemerintah Daerah Provinsi DIY sudah mempunyai
program Jamkesta dan Jamkesda untuk para warga yang kurang mampu,
tetapi hal itu belum dapat maksimal jika masih terdapat beberapa orang yang

kurang mampu tersebut masih belum menikmati program tersebut.

Sesuai hasil penelitian peneliti dilapangan, jumlah anak jalanan di
Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat banyak yaitu 220 anak yang
tersebar di beberapa kabupaten/kota belum semuanya terpenuhi hak jaminan
sosialnya. Hal ini dikuatkan dengan adanya laporan dari LKSA yaitu Rumah
Singgah Hafara kepada Lembaga Ombudsmen Daerah DIY kasus anak

jalanan yang sakit dan tidak dapat membayar tagihan biaya pengobatan di
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Rumah Sakit Sardjito padahal anak jalanan tersebut sudah terdaftar di Rumah

Singgah."

Kemudian menurut surat kabar terbaru, terdapat sebanyak 7.000
PMKS ini yang belum memiliki kartu BPJS, Kepala Dinas Sosial Untung
Sukaryadi mengatakan usulan 7.000 PMKS sudah diajukan. Data itu dijaring
dari berbagai panti sosial pemerintah maupun swasta. Terdiri dari anak
jalanan, gelandangan, disabilitas, serta fakir miskin. Menurut Untung, mereka

yang diajukan karena belum mendapat perlindungan sosial.*

Hal ini sangat jelas masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dan disitu juga terdapat anak jalanan yang masih belum mendapatkan

perlindungan atau jaminan sosial.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha

Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah ini berbicara tentang usaha kesejahteraan anak
bagi yang mempunyai masalah. Di dalam Pasal 1 terdapat definisi tentang
anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai
orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang

mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. Anak-anak tersebut diberikan

 Data Gelar Kasus LOD Antara Rumah Singgah Hafara dan Dinas Sosial DI, tanggal 15
April 2015

Bhttp://m.solopos.com/2015/02/11/pmks-2015-dinsos-diy-usulkan-lagi-7-000-dapat-kartu-
sakti-576175 diakses tanggal 25 Juni 2015
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bantuan yang bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu
kepada anak yang tidak mampu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kemudian di dalam Pasal 2 berbicara tentang tanggung jawab atas
anak yang mempunyai masalah sosial. Usaha kesejahteraan anak pertama-
tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, selanjutnya pemerintah
dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan
membantu mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara mendorong,
membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha

kesejahteraan anak.

Untuk membantu mensejahterakan anak yang mempunyai masalah

sosial pemerintah sesuai Pasal 8 memberikan bantuan berupa :

1) Bantuan materi diberikan terutama dalam rangka usaha pemenuhan
kebutuhan pokok anak.

2) Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan
pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan.

3) Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi

hambatan-hambatan sosial
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Agar lebih efektif PP ini memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk ikut serta berperan dalam hal pengawasan usaha kesejahteraan anak

yang mempunyai masalah yang tertulis dalam Pasal.

f. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-

Hak Anak)

Dasar pertimbangan dari keputusan presiden adalah terkait pembinaan
kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan
haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua,
keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama
internasional. Sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden
Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian
dengan Negara lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut dengan

Keputusan Presiden

g. Perda DIY No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang

Hidup Di Jalan

Sesuai dengan teori otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan
wewenang untuk mengurusi daerahnya sendiri dengan membuat aturan yang

dibutuhkan oleh daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah Daerah Istimewa
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Yogyakarta membuat regulasi terkait Anak Jalanan berupa Perda Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang
Hidup di Jalan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pemenuhan hak anak
yang hidup di jalan kemudian siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan

hak mereka.

Perda ini disusun tidak lain sebagai upaya meningkatkan harkat
martabat kaum anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke posisi yang layak
sebagai manusia seutuhnya dan memiliki peran di dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan sebagaimana warga Yogyakarta lainnya. Pemulihan hak dan
martabat ini merupakan asas dan tujuan mendasar yang menjadi acuan bagi

pasal-pasal dalam Perda.'®

Dalam hal pemenuhan hak anak jalanan merupakan tugas dan
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta
lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak
anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:

a. hak identitas;
b. hak atas pengasuhan;

'® Naskah Akademik Peratura n Daerah DIY, Tentang Penanganan Gelandangan dan

Pengemis, Desember 2013, him 13
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hak atas kebutuhan dasar;

hak kesehatan;

hak pendidikan; dan

hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum."’

—~® Q0

Pada dasarnya semua aturan sama dalam hal membahas hak-hak anak,
yang mana anak mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh Negara,
orang tua, dan masyarakat sedangkan kaitannya dengan penelitian peneliti,
maka peneliti lebih menitik beratkan pada pemenuhan hak jaminan sosial
anak jalanan yang mana ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan di Negara ini. Melihat banyaknya anak jalanan yang
masih banyak dan belum semuanya tersentuh oleh pemerintah  agar
mendapatkan hak jaminan sosialnya seharusnya berawal dari kerja sama
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lalu dibentuknya lembaga-
lembaga sosial untuk membantu terwujudnya hak anak jalanan dalam hal

jaminan sosial.

Jaminan sosial disini yang dimaksud adalah kebutuhan dasar meliputi
kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya
yang mana harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Karena jelas ada
regulasi yang mengatur untuk hal tersebut. Yang bertanggung jawab dalam
Perda ini adalah Dinas Soial Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
Karena perda tersebut adalah perda provinsi maka harus dijalankan oleh

Kabupaten/Kota yang ada di D1Y.

7 Perda DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
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Di DIY terdapat dua Perda terkait Anak Jalanan dan Gelandang
Pengemis, timbul pertanyaan mengapa perda tersebut tidak dijadikan satu
Perda, menurut hasil wawancara peneliti dengan Staf Bagian Rehabilitasi
Sosial Diseksi Perlindungan Anak di Dinas Sosial Provinsi DIY,® beliau
mengatakan bahwasannya penanganan masalah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini harus di klaster atau di klasifikasikan

sendiri-sendiri berdasarkan permasalahan sosialnya dan subyek nya.

Kemudian dirancanglah peraturan daerah tentang anak jalanan
tersebut. Awal nya rancangan perda anak jalanan ini juga disatukan dengan
perda gelandang dan pengemis, tetapi oleh DPRD mengusulkan untuk perda
tersebut dipisahkan. Dasarnya adalah karena perbedaan masalah sosialnya.
Perda Anak Jalanan ini adalah dikhususkan untuk para anak-anak yang hidup
di jalan yang usianya dibawah 18 tahun, sedangkan perda Gelandangan dan
Pengemis ini adalah orang-orang dewasa yang usianya diatas 18 tahun dan
kegiatannya mengemis di jalanan dengan segala bentuk cara mungkin dengan
mengemis, mengamen dan melakukan pertunjukan di perempatan lampu
merah. Adapun perbedaan perda tersebut adalah guna mempermudah
identifikasi pendataan dan penyelesaian masalah sosial. Karena pada dasarnya
menyelesaikan permasalahan anak harus dibedakan dengan permasalahan

orang dewasa. Menurut Staf Dinas Sosial tersebut memang harus

'8 Hasil wawancara denganPak Bagir,Staf Bagian Rehabilitasi Sosial Diseksi Perlindungan
Anak di Dinas Sosial Provinsi DIY, tanggal 24 Juni 2015
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menyelesaikan permasalahn anak jalanan terlebih dahulu, karena jika si anak
jalanan ini sudah diberikan tempat dan diberikan bantuan untuk tidak lagi
turun dijalanan maka, Perda ini akan berhasil. Kemudian disusul dengan
dibentuknya Perda Gelandang dan Pengemis yang notabene adalah para orang
tua dari anak jalanan tersebut. Perda ini terlihat sangat membantu dalam
keberhasilan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di

masyarakat.

B. Pemenuhan Hak Anak Jalanan di Daearah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan menjunjung tinggi
nilai hak asasi manusia serta adanya sistem otonomi daerah, Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai inisiatif membuat kebijakan yang
berkaitan dengan kesejahteraan sosial yaitu berupa Peraturan Daerah. Menurut
peneliti semenjak dibentuk nya Perda Anak Jalanan tahun 2011, hasilnya
sudah sangat dapat dirasakan dan dapat dikategorikan Perda yang berhasil,
karena dapat dilihat dari data yang didapatkan dilapangan terdapat
peningkatan dalam hal jumlah anak jalanan setiap tahunnya.semakin sedikit.

Berikut data yang peneliti dapatkan dari tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 1.%° Data PMKS Provinsi DIY

Bhttp://dinsos.jogjaprov.go.id/data-pmks-daerah-istimewa-yogyakarta-2008-2011diakses
tanggal 25 Juni 2015
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No JENIS PMKS 2008 2009 2010 2011

1 | AnakBalitaTerlantar 5731 | 5731 | 4.353| 2.842
2 | AnakTerlantar 36.468 | 36.468 | 32.728 | 28.204
3 | AnakJalanan 1.200 | 1.200 448 312
4 | AnakNakal 844 844 685 487
5 | Tuna Susila 876 876 224 174
6 | Gelandangan 800 800 218 169
7 | Pengemis 448 448 297 208
8 | Penyandang Cacat 41.219 | 36.281 | 36.863 | 35.264
9 | KorbanPenyalahgunaanNapza | 2.161 | 2.161| 2.068 | 2.068
10 | KorbanTindak Kekerasan 8.808 | 8.808 | 6.337 | 5.169

Untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang
hidup dijalan maka, Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan
berupa Keputusan Gubernur dalam bentuk suatu forum atau tim yang disebut
Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan juga kebijakan Program

Kesejahteraan Sosial Anak.

a) Kebijakan Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di

Jalan.
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Agar dapat memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak
yang hidup dijalan maka, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu
forum atau tim untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang
sudah tertera dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
terdiri dari :%°

Pemerintah daerah;
Kepolisian;

Rumah sakit;

LKSA;

Lembaga penjaminan sosial;
Dunia usaha; dan
masyarakat.

@00 o

Forum ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur No 181/KEP/2012
Tentang Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Adapun tugas dari forum tersebut adalah:*

a. koordinasi dengan Dinas/ Instansi/ Lembaga / Yayasan terkait
dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan bidang dan tugas
masing-masing;

b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan berkaitan
dengan penanganan dan pelayanan anak yang hidup di jalan

c. menerima laporan pelaksanaan program atau Kkegiatan
perlindungan anak yang hidup di jalan;

d. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan
penanganan anak yang hidup di jalan; dan

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak yang
hidup di jalan.

2 pasal 41 Ayat (3), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

2l Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 181/KEP/2012 Tentang

Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
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Keputusan Gobernur di atas sudah sangat jelas tugas dan fungsi forum
perlindungan anak yang hidup di jalan, namun realitasnya dalam hal forum
perlindungan diberi kewenangan untuk merumuskan konsep kebijakan
berkaitan dengan penangan dan pelayanan anak yang hidup di jalan juga

belum terlaksana dengan baik.

Masing-masing instansi yang terkait dalam forum perlindungan anak
yang hidup di jalan belum memberikan kebijakan yang khusus untuk anak
jalanan, yang baru mengeluarkan kebijakan hanya dari Dinas Sosial terkait
pemenuhan jaminan sosial berupa PKSA (Program Kesejahteraan Sosial
Anak). sedangkan hak-hak anak jalanan bukan hanya hak kebutuhan dasar
saja melainkan masih ada hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan dan
lain sebagaimanya yang sdah diatur dalam Perda Anak Jalanan. Contohnya
terkait hak pendidikan yang berkewajiban untuk memberikan pemenuhan dan
pelayanan hak pendidikan adalah Dinas Pendidikan, dan sampai saat ini Dinas
Pendidikan hanya mempunyai program Bantuan Operasioanal Sekolah.
Belum mempunyai kebijakan khusus untuk anak jalanan dalam mendapatkan
pengajaran informal, karena anak jalanan itu pastinya sangat berbeda dengan
anak-anak biasanya. Pastinya akan minder jika anak jalanan harus dicampur

kelasnya dengan anak yang normal.

Kemudian dalam hal persyaratan administrasi untuk masuk sekolah

juga masih dipersulit, anak jalanan tidak dapat sekolah jika belum
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mendapatkan identitas yang jelas, menurut peneliti hal itu sangat
diskriminatif, seharusnya urusan administrasi tidak boleh dikalahkan dengan
sebuah hak mutlak. Anak jalanan harus mendapatkan sekolah dan
pembelajaran terlebih dahulu baru nanti melengkapi administrasinya. Hal ini
peneliti peroleh dari hasil wawancara di Panti Tunas Harapan, ada salah satu
anak terlantar yang berasal dari papua, hanya belum mempunyai identitas

anak tersebut belum bisa sekolah.?

Kebijakan selanjutnya adalah Program Kesejahteraan Sosial Anak
(PKSA) dan program tersebut adalah program nasional dari Pemerintah Pusat

yang juga di laksanakan oleh Pemerintah DIY.
b) Kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Berdasarkan Landasan Operasional yaitu Instruksi Presiden No. 1
Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun
2010, Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 Tentang Panduan
Umum Program Kesejahtraan Sosial Anak, dan Instruksi Presiden No. 3
Tahun 2010 Tentang Program Yang Berkeadilan.® Maka dibentuknya PKSA

yang bertujuan untuk pemehuhan hak dasar dan perlindungan terhadap anak

*Wawancara dengan Skretaris Panti Asuhan Leonar, di Panti Asuhan Tunas Harapan JI.
Kenari No. 7 Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2015

ZModul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. Sehingga tumbuh kembang,

kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud dengan baik.

Guna terlaksananya PKSA maka dibentuklah sasaran PKSA vyaitu
untuk tahun 2010-2014 adalah meningkatnya presentas eanak dan balita
terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan
kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk
memperoleh akses pelayanan sosial dasar, kemudian meningkatnya presentase
orang tua/keluarga yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan
perlindungan anak, menurunnya presentase anak yang mengalami masalah
sosial, meningkatnya pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial
dan relawan sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatnya
Pemerintah Daerah (kabupaten/ kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui
APBD dalam pelaksanaan PKSA, meningkatnya produk hukum tentang

Perlindungan hak anak.*

Selanjutnya pengertian dari PKSA itu sendiri yaitu upaya program
yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan
kebutuhan dasar, aksebilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang

tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga

I bid
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Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga/organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum. Berarti dapat dipahami PKSA ini adalah
Program Pemerintah yang dapat dilakukan oleh semua pihak guna membantu
memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya sebagai manusia.

PKSA ini diprioritaskan bagi anak-anak yang memiliki kehidupan
yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial
seperti, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial,
dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kemudian yang menjadi prioritas
khusus peneliti yaitu anak jalanan yang mana kriterianya adalah anak yang
rentan bekerja di jalanan atau anak yang hidup di jalanan yang menghasilkan

sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Dalam menjalankan PKSA dibutuhkan Pekerja Sosial Profesional
yang mana seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun
swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan
kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan,

pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan
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tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial yang
bekerja menjadi pendamping PKSA, adalah pekerja yang memiliki keahlian
dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak contohnya Staf
Dinas Sosial yang ditugaskan untuk menjadi pendamping PKSA, ataupun
sarjana ilmu sosial yang jelas dari latar belakang akademik ilmu sosial
ataupun dari masyarakat yang sudah berpengalaman dalam PKSA kemudian

mendirikan yayasan sosial anak.

PKSA juga dibutuhkan Relawan Sosial Anak yang mana seseorang
atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial
maupun bukan berlatar belakang pekerja sosial, tetapi melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial anak bukan di instansi sosial
pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan, contohnya
pengusaha, mahasiswa dan komunitas lainnya yang berinisiatif untuk menjadi
relawan ataupun donatur demi membantu terselenggaranya PKSA dengan
berbagai macam mungkin dengan memberikan sumbangan uang, beras atau
pakaian bisa jadi menyelenggarakan kegiatan outbond untuk anak-anak yang

mendapat PKSA.

Demi terlaksananya PKSA maka Dinas Sosial membuat Kerangka
Kebijakan dengan sistem kesejahteraan sosial yang mana dibagi menjadi 2
kebijakan yaitu : yang pertama adalah kebijakan Pelayanan Sosial Dasar

dengan cara memberikan subsidi/konpensasi berupa JPS dan BLT RTSM,
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kemudian memberikan perlindungan dan JaminanSosial berupa Asuransi
Sosial, Bantuan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya, yang kedua
adalah  kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara memberikan
program amal usaha kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, kemudian harus
adanya PNPM (P2KP & PPK), CSR (Comdev), LSM / Orsos, danBAZIZ /
LAZ. Kebijakan ini dibuat agar PKSA dapat terorganisir dengan baik guna
terpenuhi kebutuhan dasar anak. Agar dapat meratanya dalam pemberian

bantuan sosial.

Berikut kerangka kebijakan yang dibuat dengan konsep bagan agar
dapat dipahami serta pola sistem kesejahteraan sosial dapat menjadi suatu
kebijakan yang tepat dan terkonsep dengan baik agar dapat menjadi acuan dan

dapat dijalankan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang menjalankan

PKSA :
2
Gambar 1.
Sistem
Kesejahteraan Sosial
| |
pe|ayanan Sosial Dasar Pemberdayaan Masyarakat
Amal usaha Kes & Kesos
PNPM (P2KP & PPK)
\ CSR (Comdev)
. . . LSM / Orsos
Subsidi / Konpensasi Perlindungan dan BAZIZ | LAZ
JPS Jaminan Sosial
BLT RTSM
Asuransi Sosial ja Bantuan Sosial KS Rehabilitasi Sosial , milik Dinas
Sosial P Askesos h PKSA Panti Sosial
Asuransi Kesehatan PKH Children Center
Jamsostek, dll BOS RPSA
RASKIN Pusat Rehabilitasi Sosial
Jamkesmas
BJS Lansia & Paca 127




Kebijakan dari PKSA tersebut dijadikan acuan oleh Dinas, Lembaga

atau masyarakat yang konsen terhadap perlindungan anak, menurut Staf Dinas

Sosial Pak Bagir,®® lembaga-lembaga yang terdaftar di Dinas Sosial

mendapatkan bantuan operasional sebesar 25 juta dan setiap anak yang

diampu oleh lembaga tersebut mendapatkan bantuan dana tranfer langsung

rekening anak sebesar 1 juta rupiah dalam 1 tahun.

Berikut data Lembaga Kesejateraan Sosial Anak yang bekerja sama

dengan Dinas Sosial Provinsi DIY, berupa Panti Asuhan dan Rumah Singgah

No Nama Panti Jumlah | Sasaran | Nama Pimpinan
Anak | Kelayan
1 | PA Putra Anak Drs. Suprapto,
Muhammadiyah 72 | terlantar | M.A
2 | PA Putri Aisyiyah Anak Dra. Hj. Sri
71 | terlantar | Raharti
3 | PA Putra Islam 59 Anak Hj. Titik Yudawati
terlantar
4 | PA Putri Islam Anak Rr. Endang Sri,
65 | terlantar | S.E

% Wawancara dengan Pak Bagir Staf Dinas Sosial Bagian Diseksi Perlindungan Anak Bidang
Rehabilitasi Sosial, di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2015
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5 PA Gembala Baik Anak Sr. Yustina, RGS

20 terlantar
6 | PA Tunas Harapan 39 Anak Mayor Susanto
terlantar
7 | PA Ibadah Bunda Anak Hj. Anti
36 | terlantar | Intiningsih
8 | PA Reksa Putra Bag Putri 20 Anak Endang Isananto
terlantar
9 | PA Wiloso Projo 39 Anak Dra.Ari Arif. P
terlantar

Kemudian Dinas Sosial DIY juga bekerja sama dengan Rumah
Singgah, antara lain RS Ahmad Dahlan, RS Anak Mndiri, RS Hafara, RS
Taabah, RS Girlan Nusantara dll. Dari beberapa Rumah Singgah yang ada
peneliti melakukan observasi di Rumah Singgah Ahmad Dahlan yang
bertempat di JI. Ganesha Timoho. Berkaitan dengan data anak jalanan yang
ada di Rumah singgah datanya tidak tetap dalam artian rumah singgah adalah
tempat untuk bersinggah anak jalanan jadi statusnya juga tidak mengikat
untuk anak jalanan itu sendiri. Di rumah singgah anak jalanan juga diberikan
ketrampilan dan kegiatan untuk menunjang aktivitas mereka agar supaya tidak
turun ke jalanan tapi kenyataanya juga agak sulit diterapkan karena
penanganan anak jalanan sendir juga tidak dbisa jika mereka diberi aturan
yang ketat. Karena harus berproses dan pelan-pelan, agar bisa menyadarkan
anak tersebut. Menurut peneliti tempat yang efektif untuk anak jalanan yaitu

Rumah Singgah karena keadaan di rumah singgah tidak terlalu ketat sehingga
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anak tidak merasa tertekan. Menurut hasil dari beberapa anak jalanan yang
peneliti wawancarai,?’ banyak dari mereka yang betah di Rumah Singgah dari
pada harus ke Panti Asuhan atau pulang ke rumah mereka, karena di rumah
singgah itu merek juga diberi pelajaran yang sifatnya tidak mengikat dan
memaksa si anak tersebut. Untuk masalah pendidikan, mereka juga diberikan
hak untuk sekolah tetapi mereka lebih memilih untuk ikut kejar paket karena
jika harus masuk sekolah formal umur mereka sudah lebih tua dari teman
sebayanya karena dulunya pernah berhenti sekolah, dan jalan satu-satunya

ikut kejar paket.
c) Sistem Pengasuhan dan Perlindungan Anak

Dengan sudah dibentuknya sistem kesejahteraan sosial anak dengan
cara membuat kebijakan-kebijakan yang baik, selanjutnya dilengkapi dengan
dibuatnya sistem pengasuhan dan perlindungan anak agar pihak yang
menjalankan PKSA mengetahui sistem pengasuhan dan perlindungan yang
terbaik bagi si anak. Jadi sistem pengasuhan dan perlindungan bagi anak yang
paling baik menurut PKSA adalah pertama anak itu sebaiknya diasuh oleh
orang tua dan kerabatnya. Jika orang tua dan kerabat tidak ada sebaiknya
diasuh oleh keluarga pengganti, artinya adanya orang tua asuh, atau anak itu

dapat di adopsi oleh orang lain tetapi diperlukan adanya perjanjian atau

"Hasil wawancara anak-anak jalanan Yudi, Dede, dan Agus di Rumah Singgah Ahmad
Dahlan, tanggal 29 Juni 2015
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kesepakatan dari kerabatnya yang masih ada, jika perlu anak juga mempunyai
setidaknya wali agar membantu dalam hal-hal formalitas contohnya
kebutuhan penanggung jawab administrasi di sekolah. Kemudian misalnya

orang tua dan kerabat atau keluarga pengganti jugat idak ada,

Sebaiknya anak itu perlu dilindungi oleh suatu komunitas atau
lembaga, supaya anak ini tidak menjadi terlantar setidaknya mereka mendapat

asuhan dan perlindungan serta dapat dirawat oleh komunitas tersebut.

Berikut kerangka sistem pengasuhan dan perlindungan anak yang ideal
menurut Kementerian Sosial dalam konsep bagan guna dijadikan standar

acuan pengasuhan dan perlindungan anak :

Gambar 2% Sistem Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

J1

Orang Tua Dan Keluarga
Keluarga Kerabat Pengganti Komunitas Lembaga

®Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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Pelayanan Pelayanan Orang Tua Adopsi TBS/TPA/KB
Keluarga Keluarga Asuh Rumah Singgah

PSSA/PSBR

kerabat

KPRSA/PSMP
FKKDAC/PSAC
- LPA/RPSA
Wali PDK Anak Ceria
Anak TESA 129
Komnas PA

Menurut Seksi. Perlindungan Anak Dinas Sosial Yogyakarta yang
menangani anak jalanan bagaimana konsep pengasuhan dan perlindungan
anak yang baik adalah “ yang pertama adalah dalam asuhan orang tua nya
atau kerabatnya meski anak ini berasal dari keluarga miskin, Dinas Sosial juga
mempunyai program untuk mensejahterakan keluarga miskin dan memberikan
bantuan terhadap kebutuhan dasar anak dan nantipun juga ada pendampingan
sosial yang kami tunjuk untuk menjadi pendamping, tetapi jika orang tua atau
kerabat dari anak tersebut sudah tidak sanggup dalam merawat dan mengasuh
anaknya, kemudian dari pihak orang tua maupun kerabatnya dapat meminta
surat permohonan ke kantor desa setempat untuk dibuatkan kesediaan anak
untuk dimasukkan ke Panti Asuhan atau rumah singgah lalu diberikan ke
Dinas Sosial agar nantinya Dinas Sosial akan mengobservasi langsung
menemui anak tersebut dan memberikan solusi yang terbaik dan nantinya
anak tersebut akan diambilkan kebijakan untuk dimasukkan ke Panti Asuhan

atau Rumah Singgah, tetapi itupun juga harus kehendak dari si anak sendiri,
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karena nantinya jika si anak ini tidak menginginkan dan adanya paksaan dari
siapapun, pihak tersebut akan melanggar dengan UU Hak Asasi Manusia yang
tidak boleh ada paksaan terhadap keinginan anak. Karenabisa jadi dari pihak

anaknya sendiri yang tidak mau di tempatkan di Panti Asuhan”.?®

Setelah dibuat sistem pengasuhan dan perlindungan anak, maka
dibentuk juga kerangka kerja konseptual PKSA yang mana dapat
mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis

keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial yaitu:

Yang pertama adalah Asesmen atau mengidentifikasi masalah dan
kebutuhan anak, termasuk orang tua/keluarga dan lingkungan sosial;
kemudian yang kedua adalah pendampingan oleh Peksos, TKSA atau
Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggung
jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak,
serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak, yang ketiga
adalah verifikasi/pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak
anak dalam sistem pengasuhan dan perlindungan orang tua/ keluarga,
komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan

karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.

P\Wawancara dengan Seksi. Perlindungan Anak yang menangani bagian anak terlantar, lbu
Nanik Wijayanti, di Dinas Sosial Kota Yogyakarta tanggal 5 Juni 2015
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PKSA ini dirancang sebagai upaya program kesejahteraan sosial yang
terarah, terpadu dan dapat berkelanjutan agar dapat dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan
bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (conditional cash transfer), yang

meliputi:

a. Pemberian sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akta
kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih,
rekreasi, keterampilan, dll).

c. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan

dan perlindungan anak.

d. Serta pengutan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.*

Target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial terutama perubahan sikap
perilaku dari penerima layanan PKSA bagi anak terlantar dan anak jalanan
adalah agar orang tua/keluarga tidak menelantarkan anaknya (memberikan
perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak
dasarnya semakin terpenuhi, serta anak tidak dieksploitasi untuk tujuan
mengemis/meminta-minta dan bagi anak jalanan tidak lagi melakukan

aktivitas di jalanan, kemudian anak kembali sekolah, serta kembali ke orang

**Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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tua/keluarga (bagi anak yang terpisah dari orang tua), dan mengikuti kegiatan

peningkatan potensi diri/keterampilan.

Selanjutnya berhubungan dengan sumber dana pengelolaan dana
PKSA didapat dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dana yang
disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan
lingkungan, bantuan asing, dan sumber dana yang sah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan. PKSA juga memungkinkan mendapat dana yang
disalurkan melalui Acount Dana Kesejahteraan Sosial Anak melalui

mekanisme perbankan yang dikelola secara transparan.

Setelah adanya pemenuhan persyaratan dan kewajiban penerima
layanan sangat ditentukan juga oleh peran pendamping sosial (Peksos dan
Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LSM/Yayasan/Organisasi) yang menjadi mitra kerja dengan PSKA.
Kemudian ada lanjutan verifikasi oleh Dinas Sosial atau pemantauan untuk
pemberian sangsi kepada pendamping sosial atau lembaga kesejahteraan
sosial jika kewajiban penerima layanan tidak menunjukkan kemajuan yang

signifikan.

Sangsi yang diberikan adalah berupa peringatan lisan, tertulis sampai
diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai pendamping

yang berakibat persyaratan dan kewajiban penerima layanan tidak terpenuhi;
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kemudian dapat diberi sangsi di proses secara hukum apabila orang
tua/wali/keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan
pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, serta
penetapan pengadilan putusan dapat berupa pencabutan kuasa asuh atau
putusan pidana sesuai dengan bobot pelanggaran hukum yang terjadi;
diberikan peringatan tertulis, dicabut izin atau kerjasama dihentikan, apabila
lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra kerja PKSA tidak
melaksanakan kewajibannya yang berakibat persyaratan dan kewajiban
penerima layanan tidak terpenuhi; selanjutnya dalam keadaan tertentu atas
rekomendasi pendamping sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak,
sangsi dapat diberikan kepada anak yang menjadi penerima layanan, sangsi
yang dimaksud harus merupakan putusan hasil pembahasan kasus (case

conference) dengan mencarikan solusi terbaik demi kepentingan anak.**

Sistem pengasuhan dan perlindungan anak yang dibuat oleh
Kementerian Sosial menurut pandangan peneliti sudah sangat efektif jika
dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang konsen terhadap
perlindungan anak khusunya perlindungan dalam hal pemenuhan hak anak
jalanan. Untuk lebih menguatkan konsep ini peneliti tambahkan dalam hal

pengawasan di dalam lembaga-lembaga sosial yang sudah bekerja sama

'Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI, milik Dinas
Sosial Kota Yogyakarta
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dengan Dinas Sosial, melihat dari hambatan selama ini yang dialami oleh
Dinas Sosial terkait data anak jalanan tidak selalu sinkron dengan data anak
jalanan yang riil di lembaga-lembaga kesejahteraan anak. Jadi disetiap tempat
binaan terdapat pengawas yang mengawasi data anak jalanan dan menerima
laporan kegiatan yang dilaksanakan di dalam LKSA tersebut. Karena selama
ini kendalanya ada pada pengawas yang tidak bisa di lakukan secara maksimal

oleh Dinas Sosial.

. Perbandingan Data Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten

Bantul

Sebelum peneliti memaparkan perbandingan data / jumlah anak
jalanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, peneliti akan memaparkan
alasan mengapa peneliti memilih 2 daerah tersebut. Alasanya adalah melihat
dari data yang peneliti dapat dari Dinas Sosial DIY kota Yogyakarta dan
Kabupaten Bantul tingkat jumlah anak jalanan nya paling banyak

dibandingkan Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman.

Jumlah anak jalanan di Kabupaten Kulon Progo 21 anak 9,55%, di

Kabupaten Bantul 58 anak 26,36%, Kabupaten Gunung Kidul 52 anak

137



23,64%, di Kabupaten Sleman 35 anak 15,91%, dan Kota Yogyakarta 54 anak

24,55%.%2

Kemudian faktor yang melatar belakangi mengapa di 2 daerah tersebut
jumlah anak jalanan terbanyak dibandingkan daerah yang lain, salah satunya
adalah daerah Kota Yogyakarta adalah daerah pusat tempat wisata contohnya
Malioboro, Keraton, Taman Pintar, Taman Sari, dan Benteng VVandeburg yang
notabene banyak wisatawan yang berkunjung ditempat tersebut. Sehingga
menarik para anak jalanan untuk mencari uang dengan cara yang tidak
sepantasnya dilakukan oleh anak-nak pada umumnya. Sama halnya dengan
Kabupaten Bantul yang demografisnya dikelilingi oleh RingRoad dan terdapat
banyak lampu merah dan juga terdapat banyak tempat wisatanya. Hal ini juga
menarik para anak jalanan untuk melakukan kegiatan berupa meminta-minta

uang di perempatan lampu merah atau mengamen dan lain sebagainya.

Berikut data anak jalanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul

yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial di DIY.

Berikut data PMKS khusus anak terantar berdasarkan jenis kelamin
menurut Desa /Kelurahan di Kota Yogyakarta yang dibuat dalam bentuk tabel

sederhana :

Tabel 2.33 Data Anak Jalanan Menurut Kecamatan

*2Data Mutakhir Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014, Dinas Sosial Daerah
Istimewa Yogyakarta
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Di Kota Yogyakarta

Di Kabupaten Bantul

NO Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Danurejan 0 0 0
2 | Gondokusuman 0 0 0
3 | Jetis 10 7 17
4 | Keraton 0 0 0
5 | Mergangsan 2 0 2
6 | Pakualaman 0 0 0
7 | Umbulharjo 2 3 5
8 | Gedongtengen 2 1 3
9 | Gondomanan 1 0 1

10 | Kotagede 0 1 1

11 | Ngampilan 5 2 7

12 | Tegalrejo 12 6 18

13 | Wirobrajan 0 0 0

14 | Mantrijeron 0 0 0

Jumlah 54
Tabel 3. Data Anak Jalanan Menurut Kecamatan

*Buku Pedoman Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2014, Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
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NO Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Bambanglipuro 0 0 0
2 | Banguntapan 4 2 6
3 | Bantul 0 0 0
4 | Dlingo 24 10 34
5 | Imogiri 2 0 2
6 | Sanden 0 0 0
7 | Pajangan 0 0 0
8 | Pandak 0 0 0
9 | Piyungan 0 0 0
10 | Pleret 2 0 2
11 | Pundong 0 0 0
12 | Sedayu 0 0 0
13 | Sewon 4 2 6
14 | Srandakan 2 0 2
15 | Kasihan 4 0 4
16 | Jetis 0 0 0
17 | Kretek 1 1 2

Jumlah 58
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Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun pernah menemui anak
jalanan sedang mengemis yang berusia sekitar 7 tahun berjenis kelamin
perempuan di sekitar kawasan Malioboro, yang mana Malioboro ini adalah
kawasan wisata jadi banyak anak-anak ataupun orang tua yang mencari uang
dengan berbagai cara, kemudia langsung saya menanyakan rumahnya dimana,
trus kenapa bisa sampai sini naik apa dan sama siapa? Lalu dia menjawab di
Magelang dengan jalan kaki dan bersama ibu nya. Trus saya bertanya lagi,
memang sekarang ibu dimana? Diapun menjawab disana, kemudian saya
melihat ibunya sedang sembunyi di balik pohon. Kemudian saya
menyimpulkan betapa sadisnya orang tua anak itu sampai menyuruh anak
seusia 7 tahun untuk meminta-minta dan dia hanya menunggu setoran uang
dari anak nya. Dan ini adalah salah satu potret dari Kota Yogyakarta yang
terkenal dengan banyak nya tempat Pariwisata dan banyak juga anak-anak
yang menghabiskan waktunya untuk berkeliaran dan mencari uang dengan

mengemis dan mengamen.

Dari fakta tersebut peneliti sampaikan kepada Staf. Dinas Sosial yaitu
ibu. Nur bagian menangani Jawaban beliau adalah, “ sudah lumrah dengan
kondisi seperti itu, karena bukan hanya Kota Yogyakarta saja yang menjadi
objek dari banyaknya anak terlantar, melainkan kota-kota besar lainnya juga
mempunyai masalah yang sama terkait anak terlantar dan anak jalanan, tapi

saya pastikan anak terlantar ataupun anak jalanan itu bukan berasal dari asli
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Kota Yogyakarta, kebanyakan dari pendatang lintas kota maupun luar
Provinsi. Kemudian solusinya adalah jika menemui anak seperti itu sebaiknya
harus ada pendekatan dan menyuruhnya kembali ke asalnya maupun ke
rumahnya dan kita sebagai orang yang diminta juga tidak boleh memberikan
mereka uang karena nanti menjadi terbiasa dan akan kembali untuk mengemis
lagi. Kami juga sudah memberikan rambu-rambu melalui sologan “ Peduli
Bukan Berarti Memberi “ yang gambarnya ada tanda silang bagi orang
memberi uang. Kemudian ada sologan “ Tangan Di Atas Lebih Baik Dari
Pada Tangan Di Bawah ”. Kemudian sologan itu sudah kami pasang di titik-
titik yang menjadi pangkalan anak jalanan. Selain itu kami juga mempunyai
Peran Sosial Masyarakat (PSM) yaitu orang yang kami tugaskan untuk terjun
langsung ke lapangan dan selalu memberikan pendekatan kepada anak
terlantar dan anak jalanan.>* Menurut penyusun dengan memasang sologan-
sologan itu bukanlah solusi yang utama, karena pada dasarnya anak jalanan
yang bukan berasal dari Kota Yogyakarta juga masalah bersama antara Dinas
Sosial lainnya. dan seharusnya semua Dinas sosial harus duduk bersama dan
mencari solusi yang terbaik. Harus ada konsep perlindungan atau pemenuhan
hak jaminan sosial yang berstandar yang dapat diimplementasikan oleh semua
daerah. Agar masalah anak jalanan segera teratasi dengan baik, serta dapat

mewujudkan daerah yogyakarta yang warganya sejahtera.

¥Wawancara dengan Seksi. Perlindungan Anak yang menangani bagian anak jalanan, Ibu
Nur, di Dinas Sosial Kota Yogyakarta tanggal 5 Juni 2015
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D. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Anak Jalanan

Dalam suatu peraturan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan dalam
implementasinya. Berikut faktor pendukung berjalannya aturan Perda No 6

Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalan adalah:

1. Peran aktif masyarakat yang sudah lumayan sadar akan masalah sosial
disekitarnya, yang mana masyarakat juga sebagai agent of change sosial
control dari aturan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Peran aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang selama ini selalu
membantu mengadvokasi kepada Pemerintah demi kepentingan anak
jalanan. Sekaligus memberikan kegiatan-kegitan yang menunjang anak
jalanan untuk dapat sadar dan mau kembali kepada lingkungan yang
normal yaitu ditengah-tengah keluarga dan mendapatkan perlindungan
atas hak nya. Dengan adanya LKSA sangat membantu dalam mendidik
anak jalanan agar menjadi manusia yang bermartabat, anak jalanan yang
diampu oleh LKSA juga kebanyakan mereka lebih mandiri dibandingkan
anak seusia nya, karena dilatih untuk lebih mandiri dalam mengurusi
kebutuhan mereka, kemudian erat kaitanya dengan latar belakang anak
jalanan itu sendiri yang sudah terbiasa dengan mencari uang demi

kebutuhannya sendiri.
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3. Yang terkahir menurut peneliti adalah, Perda Anak Jalanan ini juga tidak
lepas dari good will pemeritah daerah yang konsisten untuk
menanggulangi permasalahan anak jalanan di DIY. Karena tingkat
keberhasilan nya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan DIY
sendiri adalah daerah percontohan oleh daerah lainnya contohnya NTB,
Surabaya dll dalam hal mengatasi permasalahan anak jalanan, karena DI'Y
yang lebih dulu mempunyai peraturan daerah terkait anak jalanan, jika
melihat semarang Perda Anak jalanannya baru ada tahun 2014. Jika dapat
dipresentasekan keberhasilan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Anak Yang
Hidup Di Jalan menurut peneliti yaitu 90% karena melihat sudah
menurunnya anak yang turun ke jalanan, bisa dibilang sudah sangat
berhasil, karena peneliti melihat langsung kenyataan di lapangan.

E. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Anak Jalanan

Melihat dari beberapa program yang diselenggarakan oleh Dinas
Sosial beserta beberapa data anak jalanan ataupun data PMKS, peneliti
menganalisis terdapat hambatan dari permasalahan jaminan sosial di Kota
Yogyakarta antara lain faktor hak identitas, hak pendidikan, hak kebutuhan

sehari-hari, dan hak pelayanan kesehatan,

Hambatan yang dialami anak jalanan terkait hak identitas adalah,
sistem untuk mendapatkan identitas masih dipersulit, karena mungkin dari

faktor birokrasi nya masih mengalami reformasi birokrasi yang mana
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mengedepankan sistem administrasi yang baik. Sedangkan hak identitas ini
adalah hak yang paling fundamental, jika identitas anak jalanan ini belum
terpenuhi maka dapat dipastikan pemenuhan untuk jaminan sosial yang

lainnya belum juga terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016terdapat masalah mengenai permasalahan

pendidikan antara lain:

Yang pertama permasalahan mengenai bantuan pendidikan (BOS,
KMS, Beasiswa) yang masih belum terdistribusi dengan baik dikarenakan
indikator yang kurang tepat atau jumlah bantuan yang belum memadai,
sehingga bantuan belum secara merata terdistribusi. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hal ini dengan mengoptimalkan pemerataan bantuan
pendidikan. Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan yang murah dan

terjangkau masyarakat Kota Yogyakarta perlu disosialisasikan.

Kemudian terhait hak kebutuhan sehari-hari, anak jalanan yang terdata
mereka mendapatkan bantuan dana dari PKSA sebesar Rp.1.000.000,- setiap
anak per tahun. Jika dianalogikan dana 1 juta tersebut pasti tidak akan cukup
untuk memenuhi kebutuhan si anak, dan ini yang menjadi penghambat bagi

anak jalanan untuk bisa hidup dengan layak, dan akhirnya mereka harus turun
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ke jalan untuk mencari uang. Karena mungkin penghasilan mereka lebih besar

didapatkan di jalanan dari pada menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Faktor penghambat yang lain adalah masalah jaminan kesehatan,
untuk jaminan kesehatan jelas hal ini masih jauh dari tingkat keberhasilan
pemerintah dalam hal memenuhi hak kesehatan bagi anak jalanan. Sampai
sekarang ini jamnan kesehatan belum juga dapat direalisasikan oleh
pemerintah sepenuhnya, pasalnya masih banyak anak jalanan yang belum
mendapatkan jamkesos. Dan hal ini menghambat anak jalanan jika anak
tersebut mengalami sakit. Melihat sistem jaminan sosial nasional yang ada
diharuskan peserta untuk membayar iuran / premi untuk mendapatkan BPJS.
Sedangkan anak jalanan sendiri identitas mereka saja belum terdata dengan
baik, maka dapat dipastikan jaminan kesehatan bagi mereka juga belum

terpenuhi.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian peneliti terkait pemenuhan
hak jaminan sosial anak jalanan di DIY yakni:

1. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak Propinsi DIY telah
mempunyai aturan berupa Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Anak
Yang Hiup Di Jalan, perda tersebut mengatur tentang Perlindungan
dan pemenuhan hak jaminan sosial anak jalanan. Antara lain siapa
yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-haknya, dan
bagaimana hak jaminan sosial tersebut dapat di berikan sepenuhnya
terhadap anak jalanan secara merata.Dalam hal perlindungan anak
jalanan yang bertanggung jawab adalah tanggung Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat
pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara
khusus aktif dan sama-sama mempunyai kesadaran dalam hal ini
dan sama-sama dengan memenuhi kebutuhan jaminan sosial dan
mensejahterakan kehidupan anak jalanan khususnya.

2. Yang menjadi faktor pendukung dari Peraturan Daerah tersebut
adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas
Sosial adalah peran aktif masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial

anak dan good will dari pemerintah daerah Daerah Istimewa
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B. Saran

Yogyakarta itu sendiri. Kemudian ditunjang dengan kebijakan dari
Kementerian Sosial berupa Program Kesejahteraan Sosial Anak
(PKSA) yang mana diprioritaskan bagi anak-anak yang memiliki
kehidupan yang tidak layak. Kemudian Dinas Sosial juga sudah
menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau yayasan Panti
Asuhan tujuannya untuk mengoptimalkan Program Kesejahteraan
Sosial Anak. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dari
Peraturan Daerah tersebut adalah terkait hak identitas, sistem
untuk mendapatkan identitas masih dipersulit, karena mungkin dari
faktor birokrasi nya masih mengalami reformasi birokrasi,
kemudian faktor yang lainnya yang sangat jelas yaitu penyaluran
bantuan terhadap hak jaminan sosial anak jalanan belum
sepenuhnya merata, masih saja terdapat anak jalanan yang di rumah

singgah yang belum mendapatkan bantuan. Selanjutnya

Mengenai semua aturan Undang-undang yang berkenaan dengan

pemenuhan jaminanan sosial anak jalanan kurang sepenuhnya bisa

menjamin kesejahteraan anak jalanan dalam hal hak jaminan sosial, maka

diperlukan aturan tambahan terkait anak jalanan untuk dipermudah dalam

hal mendapatkan hak identitas, hak pendidikan, hak kebutuhan sehari-hari,

dan hak kesehatan.. yang mana harus mengedepankan kepentingan masa

depan

anak. Dengan memberikan kebijakan affirmative action terkait

permasalahan administrasi dan teknis di dalam menjalankan suatu
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Peraturan Daerah. Saran peneliti agar pemenuhan jaminan sosial anak
jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan optimal
maka:

1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta harus mendapatkan solusi untuk
menangani anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan walaupun
mayoritas mereka bukan berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan duduk bersama dengan Dinas Sosial lainnya, karena masalah
ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan kemudian
selanjutnya diadakan berbagai pendekatan untuk membujuk mereka
untuk kembali ke rumahnya masing-masing serta diyakinkan adanya
program kesejahteraan sosial anak, jika hanya sebatas diberi himbauan
dengan memasang sologan di berbagai tempat yang banyak anak
jalananya itu bukan solusi yang utama.

2. Kemudian menambah tenaga kerja sosial untuk menjadi pendamping
dan pengawas dalam tiap keluarga miskin yang mendapat PKSA, agar
terarah dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah
secara bijak.

3. Membuat standart pelayanan sosial yang sama antar Kota/Kabupaten
di DIY, agar membantu dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial anak

jalanan.
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